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BUPATI ACEI{ BBSAR

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEL,OLAAN BARANG MILIK DAERAH

BI S MI LLAHI RRAH MANI RRAI-II M

ATAS RAI{MAT ALLAH YANG MAHA KUASA

RUPATI ACEH BESAR,

a. bahwia" sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 105
Perahrran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan
lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah
diatur: dengan qanun;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 511 ayat (1)
Peratr-rran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2OL6
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang
milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang
berpedoman pada Peraturan Menteri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Qanun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang*Undang Dasar Negara Republik
Indonresia Tahun 19a5;

2. Undang-Unoang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Wilavah Propinsi Sumatera Litara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 10921;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor !72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

4. Und.ang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42861, 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20A6 tentang
Peme:rintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negala Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonresia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubatr terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 f'ahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;

8. Perat'uran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OI4 tentang
Pengelolaan Barang Miltk Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik IndonCIesia Tahun 2OL4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

9. Peraturan Pemerintah Nornor 84 Tahun 2Ol4 tentang
Penjuralan Barang Miliik Negara/ Daerah Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 3O5, Tambahan Lembaran
Negana Republik Indonesia Nomor 5610;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L9 Tahun 2OL6
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor
5a7);

11. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 108 Tahun 2OL6
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 24rc
Nomor 2083);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII,,AN RAICTAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TBNTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi
Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang
diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempert sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republil< Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh
seorang Bupati.
Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilail<sanakan oleh Pemerintah
Kabupaten dan Dewan Perwakilan Ralryat Kabupaten
sesuai dengan fungsi dan ke"Ivenangan masing-masing.

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur
penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri
atas Bupati dan Perangl<at Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Rupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Besar yang dipilih melalui :suatu proses demokratis yang
dilakukan berdasarkan asas langsung, urnum, bebas,
rahasia, jujur dan adil.

Dewan Perwakilan Ralryat Kabupaten yang selanjutnya
disingka.t DPRK adalah unsr;rr penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kabupaten Aceh .Besar yang anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.

Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan
sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur
penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat
Kabupaten Aceh Besar.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daeralr
adalah Elupati.

Sekretaris Daerah adalah ,Sekretaris Daerah Kabupaten
Aceh Besar selaku pengelolaan barang milik daerah.

10. Asisten Adnrinistrasi Umufi adalah Asisten Administrasi
Umum Siekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

1 1. Kepala Eladan Pengelolaan I(euangan Daerah adalah Kepala
Badan Pengelolaan Keuarlgan Daerah selaku pejabat
penatausahaan barang Kabupaten Aceh Besar.

12. Perangkat Daerah adalah ,unsur pembantu Rupati dan
DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

9.

ryil,
menjadi kewenangan Daerah.
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13. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program.

14. Pegawai Negeri Sipii yang selanjutnl'a disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

15. Anggaran Pendapatan darn Belanja Kabupaten yang
selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kahupaten Aceh Besar.

16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diper:oleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

17.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman
serta melakukan pengeiolaan barang milik daerah.

18. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah Kepala
Badan Pengelolaan Keuanglan Daerah yang mempunyai
fungsi menatausahakan barang milik daerah dan
bertangf1.rnglawab menBkoordinir penyelengaraan
pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kablrpaten Aceh Besar.

19. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
pengguna barang adalah K$pala Perangkat Daerah selaku
pejabat pemegang kewenanJgan penggunaan barang milik
daerah

20. Kuasa F'engguna Barang Miilik Daerah selanjutnya disebut
sebagai Kuasa Pengguna B$.rang adalah kepala unit kerja
atau peiabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasraannya dengan sebaik-baiknya.

2 1. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat
yang mr:laksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah
pada Pe ngguna Barang.

22. PengurErs Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengurus Barang adalah :pejabat yang diserahi tugas
mengurus barang.

23. Pengurus Barang Pengelola adalah Kepala Bidang
Kekayaan Badan Pengeloliaan Keuangan Daerah yang
diserahi tugeis menerima, rdrenyimp&il, mengeluarkan, dan
menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat
Penatusahaan Barang.

24.Pensurus Barang Pengguna adalah pejabat yang diserahi
tugas menerima, menyimpon, mengeluarkan, dan
menatausahakan barang rnilik daerah pada Pengguna
Barang. I
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25. Pembantu Pengurus Barahg Pengelola adalah pengurus
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada
Pengelola Rarang.

26. Pembantu Pengurus Barahg Pengguna adalah pengurus
barang yang membar:.tu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada
Pengguna Barang.

27 . Pensur:us Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas
menerirrra, menyimp&fl, mengeh:arkan, menatausahakan
dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada
Kuasa I?engguna Barang.

28. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara
independen berdasarkan kdmpetensi yang dimilikinya.

29. Penilai Pemerintah adalahi Penilai Pemerintah Pusat dan
Penilai Pemerintah Daerah.

30. Penilaizrn adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu
opini nilai atas suatu obyeX< penilaian berupa Barang Milik
Daerah pada saat tertentu.

31. Pengelc,laan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi ;perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, peogadaart, peoggunaan, pemanfaatan,
pengafiranan dan pemeliharaan, penilaian,

penghapusan,pemindahtanganan, pbmusnahan,
penatartsahaan dan pembirlaan, pengawasan dan
pengendalian.

32. Perencitnaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan
rincian kebutuhan bafang milik daerah untuk
menghrrbungkan pengadaafr barang yang telah lalu dengan
keadaan yang sedang {erjalan s,ebagai dasar dalam
melakukan tindakan yang 4kan datang.

33. Rencana Kebutuhan Baran[ Milik Daerah yang selanjutnya
disingkat RKBMD adilah dokumen perencanaan
kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

34. Pengadaan Barang lJasa adalah kegiatan untuk
memperoleh Barang/Jasa, oleh Satuan Keda Perangkat
Daerah lainnya yang prosdsnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesdikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh Barang/ Jasa.

35. Penyairrran adalah kegiatan untuk
menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang
ke unit l<erja pemakai.

36. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang
dilakukan agar semua bafang milik daerah sela.lu dalam
keadaan baik dan siap ufituk digunakan secara berdaya
guna dan berhasil guna.

37. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam
pengurusan barang rrlilik daerah dalam bentuk
administratif, fisik dan tindakan upaya hukum.

*ff-



-6-
I

38. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
penggurralkuasa pengguna dalam mengelola dan
menata.usahakan barang rdilik daerah sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang,bersangkutan.

39. Pemanlaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah
yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang
milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

40. Sewa adalah pemanfaatan ibarang milik daerah oleh pihak
lain dalam jangka waktu t€rtenLu dan menerima imba.lan
uang ttrnai.

41. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang
antara pemerintah pusat r dan pemerintah daerah atau
antar pemerintah daerah idalam jangka waktu tertentu
tanpa menerima imbalart dan setelatr jangka waktu
tersebut berakhir diserahkain kembali kepada Bupati.

42.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP
adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain
dalam .iangka waktu tertetrtu dalam rangka peningkatan
pendapatan daerah atau sufnber pembiayaan iainnya.

43. Bangun Guna Serah yaflg selanjutnya disingkat BGS
adalah pemanfaatan bararfig milik daerah berupa tanah
oleh pihak lain dengan, cara mendirikan bangunan
d,anlateiu sarana berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang telahl disepakati, untuk selanjutnya
diserahkan kembali, tanaLi beserta bangunan dan/atau
sat'ana berikut fasilitasnyh setelah berakhirnya jangka
waktu.

44. Bangun Serah Guna yaflg selanjutnya disingkat BSG
adalah pemanfaatan barartrg milik daerah berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan f atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannya disera"hican untuk didayagunakan oleh
pihak lain terseLrut dalarrl jangka waktu tertentu yang
disepakati"

45. Keq'a Sama Penyediaan Iinfrastruktur yang selanjutnya
disingkat KSPI adalah kerJasama antara pemerintah dan
badan usaha untuk kegihtan penyediaan infrastruktur
sesuai clengan ketentuan pdraturan perundang-undangan.

46. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya
disingkat PJPK adalah Mdnteri/ Kepala Lembaga/Bupati,
atau ba.dan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah
sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

47.Pemindahtanganan adalah tpengalihan kepemilikan barang
milik dererah.

48. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah kepada pihak lain 'dengan menerima penggantian

ilvdalam trentuk uang.
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49. Tukar Menukar adalah qengalihan kepemilikan barang
milik ctaerah yang dilakut<an antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah,] antar pemerintah daerah, atau
antara pemerintah daera$ dengan pihak lain, dengan
menerirna penggantian utarJna dalam bentuk barang, paling
sedikit dengan nilai seimbarfig.

50. Hibah adalah pengalih"i-, kepemilikan barang dari
pemerintah daerah kepaha pemerinlah pusat, antar
pemerirrtah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada
pihak larin, tanpa memperoleh penggantian.

51. Penyertia.an Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan
kepemilikan barang milik dherah yang semula merLlpakan
kekayaan yang tidak dipis&.hkan rnenjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhiti-rngkan sebagai modal/ saham
daerah pada badan usaha +ilik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

52. Pemusnahan actalah tindakan memusnahkan fisik
danlatau kegunaan barang fnilik daerah.

53. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik
daerah dari daftar baranfu dengan menerbitkan surat
keputusan dari pejabad yang berwenang untuk
membebaskan pengguna i dan/atau kuasa pengguna
danlatau pengelola dari tarfggung jawab administrasi dan
fisik atas barang yang ber:adh dalam penguasaannya.

54. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Bararrg Milik
Negara lDaerah sesuai dbngan ketentr-lan Peraturan
Perundang-undangan. 

,

55. Inventarisasi adalah kegiata{r untuk melakukan pendataan,
pencatatan, dan pelaporan ihasil pendataan Barang Milik
Negara/ Daerah. 

l

56. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang
merupahan bukti kepemilika]n atas barang milik daerah.

I

57. Daftar Elarang Milik Daera$ adalah daftar yang memuat
data sehrruh barang milik dderah.

58. Daftar Earang Pengguna adf.lah daftar yang memuat data
barang yang digunakan ofeh masing-masing Pengguna
Barang 

,

59. Daftar Barang Kuasa Pengg,J.r" adalah daftar yarrg memuat
data barang yang dimilki: oleh masing-masing Kuasa
Penggr.rna Barang.

60. Kendararan Perorangan Dinas adalah barang milik daerah
berupa lcendaraan bermotorl yang digunakan oleh pejabat
negara ,Jan f atau PNS untfrk melaksanakan tugas dan
fungsi pada jabatan yang diefnbannya.

61. Rumah Dinas Daerah {a"taf, rumah dinas yang
dimiliki/dikuasai oleh Pem$intah Daerah yang ditempati
oleh Pejabat tertentu atau PNS Pemerintah Daerah.

*e
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62. Standar:isasi Sarana dan iPrasarana Kerja Pemerintahan
Daerah adalah penrbakuan ruang kantor, perlengkapan
kantor, rumah dinas, kend4raan dinas dan lain-lain barang
yang memerlukan standaridasi.

63. Standarisasi Harga adal4h penetapan besaran harga
barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu)
periode tertentu.

64. trihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah.

65. Diskresi adalah Keputus+n danlatau Tindakan yang
ditetapkan danlatau dilakdkan oleh Pejabat Pemerintahan
untuk mengatasi persoalari konkret yang dihadapi dalam
penyelenggaraan pemeri.rdaha., daiam- hal peraturan
perundang-und.angan yand memberikan pilihan, tidak
mengatLrr, tidak lengkap atdu tidak jelas, danlatau adanya
stagnasi pemerintahan.

66. Asas-asias Umum Pemerintahan yang Baik yang
selanjutnya disingkat AUPB iadalah prinsip yang digunakan
sebagai acuan penggunap.n Wewenang bagi Pejabat
Pemerintahan dalam mengptuarkan Keputusan dan/atau
Tindakan dalam penyelengg{raan penrerintahan.

BAB II

RUANG LINGI(UP DAN ASAS

Pashl 2

Ruang lingkup pengelolaan bardng milik daerah meliputi:

a. pejabat pengelola barang milik daerah;
b. perencanaan kebutuhan dan ]penganggaran;
c. pengadaarn;
d. pengguniran;
e. pemanfaatan;
f. pengamanan dan pemelihara&n;
g. penilaian;
h. pemindahtanganan;
i. pemusnahan; 

,j. penghapusan;
k. penatausahaan; 

il. pembinaan, pengawasan dan ]pengendalian;
m. pengelolaan barang milik dderah pada Perangkat Daerah

yang menggunakan poia pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

n. barang milik daerah berupa rfrmah negara;
o. ganti rug:i dan sanksi;
p. sengketa barang milik Caerahj; dan
q. barang milik daerah. '

Pasal 3
Pengelolaan barang milik daer,ah dilaksanakan berdasarkan
ASAS:

v
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b. kepastian hukum;
c. transparansi;
d. efisiensi;
e. akuntabilitas; dan
f. kepastian nilai.

BAb III

BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4
I

(1) Barang milik d.aerah meliPuti :

a. barilg yang dibeli atau dtperoleh atas beban APBK; atau
b. baralg milik daerah yan$ berasal dari perolehan lainnya

yang sah,

(2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaran5; digada rkan ldijanhinkan untuk mendapatkan
pinj^t tr.t atau diserahkartr kepada pihak lain sebagai

pembayaran atas tagihan k(pada pemerintah daerah.

(3) Barang milik daerah sebagpimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dapat disita sesuai ] dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Barang milik daerah yang {iUeti atatr diperoleh atas beban

APBK sebagaimana dimailsud pada ayat (1) huruf a,

dilengkerpi dokumen Pengadhan.
(5) Barang milik daerah yang ,berasal dari perolehan lainnya

yang sah sebagaimana din[aksud pada ayat (1) huruf b,

dilengkeipi dokumen Perolehlan.

(6) Barang milik daerah sebag{imana dimaksud pada ayat (4)

dan "y"t 
(5) bersifat berwujrid maupun tidak berwujud.

,

Pasal 5

Barang miUik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang
sah meliputi :

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang
sejenis; 

I

b. barang yang diperoleh ' sebagai pelaksanaan dari
perjanj ian lkontrak;

c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

d. barang yang diperoletr bertdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekdatan hukum tetap; atau

e. barang yang diperoleh kernbali dari hasil divestasi atas
penyertaan modal pemerintd.h daerah.

Pashl 6

Barang yang diperoleh dari hiUafr/ sumbangan atau sejenis
sebagaimana dimaksud dalarh Pasal 5 huruf a meliputi
hibah/sumbangan atau yangi sejenis dari negara/lembaga
internasional sesuai peraturan ferundang-undangan.---_--o -.-----.--(r 

tt
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Pasal 7

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/ lcontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
hr:,ruf b antia.ra lain berasal ciari:

a. kontrak ka.rya;

b. kontrak bagi hasil;

c. kontrak ker.lasama;

d. perjanjia.n dengan negara lainllembaga internasional; dan

e. kerja sarrra pemerintah daerah dengan badan usaha dalam
penyediaran infras truktur.

BAB IV

PEJI\BAT PENGBI,OLA BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal B

(1) Bupati ia.dalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang
milik daerah.

(2) Pemegar rg kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan
bertanggung jawab :

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik
daerah;

b. menetapkan penggunlaan, pemanfaatan, atau
pemindahtanganan barartrg milik daerah;

c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan
barang milik daerah;

d. menetapkan pejabat penatausahaan barang milik
daerah;

e. menetapkan pejabat pembantu pengtlrus barang
pengguna dan pengurus barang pembantu;

f. mengajukan usulan peneindahtanganan barang milik
daerah yang memerlukarl persetujuan DPRK;

g. men5retujui ustrlan pemindahtanganan, pemusnahan,
dan penghapusan barafig milik daerah sesuai batas
kewenangannya;

h. menyetujui usul pemaflfaatan barang milik daerah
selain tanah danlatau bdngunan;

i. menlretujui usul pema*rfaatan barang milik daerah
dalarn bentuk kerjasa*" 

i 

penyediaan infrastruktur.
j. menetapkan formula tarif sewa barang rnilik daerah;

k. menetapkan standar kebutuhan, standar barang dan
standar satuan harga;

il#"
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1. menetapkan pengadaan barang ljasa Pemerintah
Daerah yang bersifat khusus dan menganut asas
kese,ragaman;

m. meneta,pkan penggunaan tanah dan latau bangunan
untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat
Daer:ah;

n. menetapkan status kepernilikan tanah dan bangunan
yang dikuasai Daeralr;

o. menyetujui usulan pemanfaatan barang milik daerah;

p. menetapkan formula besaran tarif sewa barang milik
daerah;

q. menyetujui penjualan barang milik daerah berupa :

1. tanah cl,:-n/ataur bangunan, dan

2. selain t.anah dan/ritaur bangunan yang bernilai lebih
derri Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) setelah
mendapatkan persetujuan DPRK;

r. menetapkan panitia pelelanganlpenjualan barang milik
daerah;

s. meneliti, mengkaji dan mengajukan usulan tukar
menukar atau hibah at&.s barang milik daerah kepada
DPRK sepanjang tukar rnenukar dan I atau hibah barang
milik deierah dimaksud harus memperoleh persetujuan
DPRK;

t. menetapkan barang milik daerah yang akan
dipertukarkan atau dihibahkan setelah mendapatkan
persetujuan DPRK sepa4jang tukar menukar atau hibah
atas barang milik daerah dimaksud memerlukan
persetujuan DPRK;

u. menyetujui usuian tukar menukar atau hibah atas
barang milik daerah s6panjang tukar menrrkar atau
hibah atas barang nlilik daerah dimaksud tidak
meffrerlukan persetujuan DPRK;

v. meneliti dan mengkajli usulan penyertaan modal
Pem,erintah Daerah atas ibarang milik daerah;

w. menetapkan Qanun tentang Penyertaan Modal
Pem,erintah Daerah setelah memperoleh persetujuan
bersama DPRK dan BupAti;

x. menyetujui usulan pernusnahan barang milik daerah
yan6l diajukan oleh Pengeloia Barang;

y. menetapkan penghapuss.n barang milik daerah berupa
tanah dan bangunan darli Daftar Barang Milik Daerah;

z. menyetujui usulan pen$hapusan barang milik daerah
selain tanah dan banglrnan dari daftar barang milik
daerah;

aa. menetapkan tim pemanfaatan barang rnilik daerah;

bb. menetapkan tim penrindahtanganan dan pemusnaha
barang milik daerah;

n

t,t@'
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cc. menetapkan panitia penaksir harga selain tanah
dan/atau bangunan daram rangka [.*".rfaatan atau
pemindahtanganan barang mititr daerah serta
pencatatan dalam neraca daerah;

dd. menetapkan hasii taksiran harga selain_tanah dan /ataubi:n64*na, rlari panitia penaksir harga lanah dan,,.to,
bangunan.

Bagian Kedua

Pengelola Barang

Pasal 9

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan
bertanggung jawab :

a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik
daerah;

b. meneli[i dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

c. mengaiukan usulan pemarlfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah ydng memerlukan p".".tu.juan
Bupati;

d. mengar[ur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
penrus:nahan, dan penghapusan barang milik daerah;

e. mengalLur pelaksanaan pemindahtanganatl barang milik
daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DpRK;

f. melakutkan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi
barang milik daerah; dan

g. melakurkan pengawasan dan pengendalian atas
pengekrlaan barang milik dherah.

h. menyarnpaikan konsep Keputusan Bupati tentang
standar kebutuhan, standar barang dan stand.ar satuan
harga lcepada Bupati;

i. meneliti dan menyerujui Rencana Kebutuhan Barang
Perangkat Daerah (RKB-Perangkat Daerah) dan Rencana
Kebr.rtuhan Pemeiiharaan Barang perangkat Daerah
(RKPB- Pr:rangkat Daerah) ;

j mengaj ukan tisulan pengadaan barang/jasa Pemerintah
Daerah yang bersifat klhusus dan menganut asas
keseragaman kepada Bupati;

k. meneliti laporan penerim ilan barang milik daerah dan
usulan penggunaannya darji Pengguna Barang;

1. menyarnpaikan usulan pefrggunaan barang milik daerah
berupa tanah danlatau beingunan kepada Bupati untuk
ditetap kan status penggunaannya;

m. menyarnpaikan usulan penetapan status kepemilikan
tanah dan bangunan yang dikuasai daerah kepada
Bupati;

n. mengajukan usulan pemanfaatan barang milik
kepada Bupati;

daerah

lp
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o. mengajukan usulan penetapan formula besaran tarif sewa
barang daerah kepada Bupati;

p. menyel:ujui besaran kontribusi tetap dan pembagian
keunturngan dalam rangka kerjasama pemanfaatan dari
hasil perhitungan tim pemanfaatan barang daerah;

q. menyel.ujui besaran kontribusi dalam rangka Bangun
Guna iSerah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) dari
hasil perhitungan tim pemanfaatan barang daerah;

r. meneterpkan keputusan tentang persetujuan atas
pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa
atau kerjasama pemanfaatan yang telah disetujui
Bupati, :/ang terdiri clari:

1. sebagia.n ta.nah dan f aLau bangunan yang masih
diguneikan oleh pengguna;

2. selain tarrah dan latau bangunan.
s. melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah yang

telah disetujui Btrpati;
t. meneliti dan mengkaji usulan penjualan barang milik

daerah da.ri Pengguna Barang serta mengajukan kepada
Bupati:;

u. meneta.pkan keputusan tentang persetujuan atas
penjualan barang milik daerah yang telah disetujui
Bupati atau DPRK sesuai kewenangannya;

v. melaksanakan penjualan barang milik daerah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

w. menelil.i dan mengkaji usulan tukar menukar atau hibah
atas berrang milik daerah sepanjang tukar menrrkar atau
hibah atas barang millik daerah dimaksud tiCak
memer lr-ikan perseturj uan DPRK;

x. mengajukan usulan tukar menukar atau hibah atas
barang milik daerah kepada Bupati;

y. melaksanakan tukar menukar atau hibah atas barang
milik daerah sesuai peratufan perundang-undangan yang
berlaku, sepanjang tukar menukar atau hibah atas
barang milik daerah dimaksud harus mem.peroleh
perseturjuan DPRK;

z. mengajukan usulan penyertaan modal Pemerintah
Daerah disertai Rancangan Qanun tentang Pen.yertaan
Modal Pemerintah Daerah kepada Bupati;

aa. melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;

bb. meneliti usulan pemusnahan barang miiik daerah dari
Pengguna Barang;

cc. mengajukan usulan pemusnahan barang milik daerah
kepada Bupati;

dd. menetapkan keputusan tentang persetujuan atas
pemusnahan barang milik daerah yang telah disetujui

ilsP
Bupati:;
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I

ee. menel:ti dan menyetujui i ustrlan penghapusan barang
milik daerah dari daftar blarang pengguna yang diajukan
oleh P,3ngguna Barang;

ff. menetapkan keputusan itentang penghapusan barang
milik daerah dari deiftar, barang milik daerah setelah
mendapat persetujuan Bupati;

gg. melaksanakan penghapu$an barang milik daerah dari
daftar barang milik daerahi;

hh. mengajukan usul panitiai penaksir harga selain tanah
dan f atau bangunan dal{m rangka pemanfaatan atau
peminrlahtanganan baran$ milik daerah serta pencatatan
dalam neraca daerah kepada Bupati;

ii. menetilpkan tim pemanfadtan barang milik daerah selain
tanah dan latau Bangunanl;

jj. menetapkan tim pemind{htanganan dan pemusnahan
barangl milik daerah selainltanah danlatau bangunan;

kk. menetelpkan tim sensus i barang milik daerah dalam
rangka pemutakhiran datai barang milik daerah;

ll. melakr-rkan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi
dan sensus barang daerahr; dan

mm. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan,
pengarnanan dan pengendalian atas pengeloiaan barang
daerah.

Bagianr Ketiga

Pej abat PenataUsahaan Barang

Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi
pengelolaan barang millk daerah selaku Pejabat
Penatausahaan Barang.

Pejabat Penatausahaan Bhrang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) rnempunyai wewenarlg dan tanggungiawab :

a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
barang milik daerah kepada Pengelola Barang;

b. membantu meneliti dpn memberikan pertimbangan
persetujuan dalam pefryusunan rencana kebutuhan
perneliharaan/perawatd.n barang milik daerah kepada

(1)

(2)

(3)

c. memberikan pertimba(rgan kepada Pengelola
atas pengajuan i-rsulan pemanfaatan
pernindahtanganan barang milik daerah
me merlukan persef.uju4n BuPati;

Barang
dan

yang

#ry
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d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang
untuk mengatur pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang
mjlik daerah;

e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang
atils pelaksanaan pehrindahtanganan barang milik
daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DpRK;

f. membantu Pengelola, Barang dalam pelaksanaan
koordinasi inventarisagi barang milik daerah;

g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa
tanah danlatau bangunan yang telah diserahkan dari
Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan
pihak lain kepada Bqpati melalui pengelola Barang,
serta barang milik daefah yang beracla pada Pengelola
Barang;

h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

i. mernbantu Pengelola Barang dalam pengawa.san dan
perlgendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
dan

j. menyusun laporan barang milik daerah.

(4) Kepala Perangkat Daerah Eelaku Pejabat Penatausahaan
Barang dalam hal p.rrg.ilolaan tanah dan bangunan
milik/dikuasai daerah, bennienang dan bertanggungfawab :

a. me:ngurus sertifikat tanah milik/ dikuasai daerah;

b. me:yiapkan dan menyampaikan usulan penetapan
bul<ti kepemilikan thnah dan bangunan milik
dan latau yang dikuasai daerah kepada Pengelola
Barang;

c. menyiapkan dan menyAmpaikan usulan pemanfaatan
barang milik daerah berupa tanah darr latau
barrgunan beserta fa$ilitas pendukungnya kepada
Per: gelola Barang;

d. merryiapkan dan menyampaikan konsep penetapan
forrnula besaran tarif sewa barang milik daerah
berupa tanah dan latau bangunan kepada Pengelola
Barang;

e. menyiapkan dan mefiyampaikan konsep besaran
kontribusi dan pemba{ian keuntungan ,Calam rangka
kerjasama pemanfaatafi barang milik daerah kepada
Pengelola Rarang;

f. menyiar.pkan dan menyampaikan
kontribusi dalam rangka Bangun
atau Bangun Serah duna (BSG)
Barang;

konsep besaran
Guna. Serah (BGS)
kepada Pengelola

*E
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g. menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan
tentang persetujuan $.tas pemanfaatan barang milik
daerah dalam berltuk sewa atau kerjasama
pemallfaatan berupa tanah dan latau bangunan
beserta fasilitas pendukungnya yang telah disetujui
Bupati kepada Pengelcila Barang;

h. menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan
pinjam pakai berupa tanah dan I atau bangunan
beserta fasilitas pendukungnya yang telah ditetapkan
Bupati kepada Pengelola Barang;

i. menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan
se\va dan kerjasama ; pe lrl&Ilfaatan tanah danlatau
bangunan beserta fasilitas pendukungnya yang telah
diserahkan penggunai dan telah disetujui Bupati
kepada Pengelola Barahg;

j. menyiapkan dan men$ampaikan konsep pelaksartaa.rl
Ba:ngun Guira Serah/ Bangun Serah Guna yang telah
disetujui Bupati kepadh Pengelola Barang;

k. menSrlapkan d.an menyampaikan bahan pertimbangan
untuk penelitian dan, pengkajian usulan penjualan
barang milik daerah berupa tanah dan latalr bangunan
bes,erta fasilitas pendukungnya dari Pengguna Barang
keprada Pengelola Bararrg;

1. menyiapkan dan menp/ampaikan konsep keputusan
tentang persetujuan atas penjualan barang milik
daerah berupa tanah, dan I atau bangunan beserta
fasjlitas pendukung4ya yang telah disetujui
BupatilDPRK kepada Pengelola Barang;

m. menyiapkan dan menyfmpaikan konsep pelaksanaan
perrjualan barang milik idaerah berupa tanah danlatau
bangunan beserta fajsilitas pendukungnya sesuai
peraturan perundang-rindangan yang berlaku kepada
Pengelola Barang; l

n. menyiapkan dan mlenyampaikan usulan tukar
menukar atau hibah atas barang milik daerah berupa
tanah dan f atau bangunan beserta fasilitas
pen.dukungnya kepada iPengelola Barang;

o. menyiapkan dan menyAmpaikan konsep pelaksanaan
tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah
berupa tanah d.an latd"u bangunan beserta fasilitas
pendukungnya sesuai Seraturan perundang-undangan
kepada Pengelola Barartg;

p. menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan
ten[ang Panitia Penaiksir harga tanah danlatau
bangunan dalarn fangka pemanfaatan atau
pemindahtanganan barang milik daerah serta
pencatatan dalam neraca daerah kepada Pengelola
Barang;

q. menyiapkan dan menyipnpan dan mengamankan buk
asli kepemilikan barartg milik daerah berupa tana
dan f atau bangunan;

ti
h

il
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r. mr:nyiapkan peiaksandan koordinasi berkaitan dengan
pengawasan, pengamanan, dan pengendalian atas
pengelolaan barang daerah, berupa tanah danlatau
ba.ngunan.

BagianiKeempat

Pengguna Bar anglK{rasa Pengguna Barang

Padat t t
i

(1) Kepala Perangkat Daerah s0laku Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang sebagaifnana dimaksud pada ayat (1)

ditetapl<an dengan Keputusan Bupati.
(3) Pengguna Barang sebagai4nana dimaksud pada ayat (1),

berwenang dan bertanggunb jawab :

a. mengajukan rencana lkebutuhan dan penganggaran
barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang
dipimpinnya;

b. me:ngajukan permohonan penetapan status
per:Iggunaan barang yang diperoleh dari beban APBK
da:n perolehan lainnya yang sah;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik
dar:rah yang berada dalam penguasaannya;

d. me:nggunakan barang fnitik daerah yang berada dalam
penguasaannya untu( kepentingan penyelenggaraan
tu5;as dan fungsi Peranftkat Daerah yang dipimpinnya;

e. mengamankan darr memelihara barang milik daerah
yallg berada dalam Penguasaannya;

f. 6engaJukan usullan pemanfaatan dan
pernindahtanganan bafang milik daerah berupa tanah
d,anlatau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRK dAn barang milik daerah selain
tanah dan l atau bangunan;

g. me nyerahkan barang milik daerah berupa tanah
dart f ataw bangunan ,yang tidak digurrakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui
Pengelola Barang;

h. mengajukan
barang milik

i. melakukan

usulan pemusnahan dan penghapusan
daerah;

pembirlaan,
perlgendalian atas Peilggunaan
yang ada dalam pengu&saannya;

pengawasan, dan
barang milik daerah
dan

j. menyusun dan menyampaikan laporan barang
pellgguna semesteran dan laporan barang pengguna
takrunan yang berada I dalam penguasaannYa kepada

Perrgelola Barang.

k. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang milik daerah
(RI(BD) dan Rencana I{ebutuhan Pemeliharaan Barang
mir.ik daerah (RKPBD) tragi Perangkat Daerah yang
diprimpinnya; ild,
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1.

m.

n.

melaporkan barang milik daerah yang diterima dari
betran APBK atan perolehan lainnya yang sah kepada
Pengelola Barang disertai dengan usulan penggunaan;

menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
yang dipimpinnya;

menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak
dinranfeatkan untuk kepentingan penyelenggaraan
tug;as dan fungsi Perangkat Daerah;

menyerahkan tanah detn bangrinan yang akan
dintanfaatkan dalam bqntuk Bangun Guna Serah atau
Ba::rgun Serah Guna dalam mendukung pelaksanaan
tug:as dan fungsi Perangkat Daerah;

merrgajukan usula.n pefnanfaatan dalam bentuk sewa
atau kerjasama pemanfaatan terhadap barang daerah,
ter<1iri dari:

1. sebagian tanah danl,alau bangunan; dan atau
2. selain tanah danlatau bangunan.
melaksanakan pemanfaatan dalam bentuk sewa atar-r
kedasama pemanfaatafl terhadap barang milik daerah
setelah mendapat persetujua., Pengeloia Barang,
terdiri dari:

1. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan atau

2" selain tanah clan latau bangunan.

mengajukan usulan penjualan barang milik daerah
kepada Pengelola Barang;

mengajukan usulan tukar rrrenukar atau hibah atas
baran[ milik daerah setrain tanah d,anlatau bangunan
yang bernilai sampai defirgan Rp. 5.000.000.000,- (lima
milyar rupiah) kepada Pengelola Barang;

melaksanakan tukar mOnukar atau hibah atas barang
miljk daerah seiain tanah danlatau bangunan yang
ber:eilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima
millrar rupiah) sesuai pdraturan perundang-undangan;

mengajukan usulan pertrusnahan barang milik daerah
kepada Pengelola Baranlg;

melaksanakan pemus{rahan barang milik daerah
berdasarkan keputusd.n Pengelola Barang yang
dittrangkan dalam beritdl acara;

melaporkan pelaksanaan pemusnahan barang milik
daerah kepada pengelolB barang;

rnengajukan usuian perlghapusan barang milik daerah
dari daftar barang perigguna kepada Bupati melalui
Pengelola Barang;

o.

p.

q.

r.

S.

t.

u.

v.

w.

x.

y. melakukan penghapusfn barang milik daerah yang
telah dialihkan dari daftar barang pengguna
berrlasarkan surat keprdtusan penghapusan barang, 

f t
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nlelaporkan pelaksanaan penghapusan barang milik
daerah clari daftar barang pengguna kepada pengelola
barang;

melakukan pencatatan dan inventarisasi barang
daerah;

mengusulkan nama penyimpan barang dan pengurus
barang di Perangkat Da.erah dan Unit kerja;

menetapkan petugasr yang menjalankan fungsi
penyimpan dan pengurus barang di unit keda
Perangkat Daerah;

menyimpan dokumen lpengadaanfpenerimaan barang
daerah;

ee. melakukan pengawasan, pengamanan

aa.

bb.

CC.

dd.

dan

(1)

(2)

pengendalian barang daerah; dan

ff. menvusun dan menyampaikan Laporan Barang
Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) kepada Pengelola Barang.

Pashl I 2

Penggu:na Barang daflat melimpahkan sebagian
kewenangan dan tanggungljawab kepada Kuasa Pengguna
Barang,

Pelimperhan sebagian wdwenang dan tanggungjawab
kepada Kuasa Pengguna Sarang sebagaimana dimaksud
pada a1,at (1) ditetapkan otejtr Bupati atas usulan Pengguna
Barang.

Penetapan kuasa peqggunq barang sebagaimana dimaksud
pada q'Fat (1) berdasarkari pertimbangan jumlah barang
yang dikelola, beban kerjap lokasi, kompetensi, dan/atau
rentang kendali dan pertimhangan objektif lainnya.

Bagian, Kelima

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Pasal 13
;

(1) Pengguna Barang dibantq oleh Pejabat Penatausahaan

(2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksrrd pada ayat (1) ditdtapkan oleh Bupati atas usulan
Penggu:ra Barang.

Pejabat Penatausahaarr Pengguna Barang sebagaimana
dimaksr,rd pada ayat (2) ylaitu pejabat yang membidangi
fungsi pengelolaan barang: milik daerah pada Pengguna
Barang

Pejabat Penatausahaan PEngguna Barang sebagaimana
dimaksr-rd pada ayat (2) berrlvenang dan bertanggungiawab :

a. menyiapkan rencana rkebutuhan dan penganggaran
barang milik daerah pada Pengguna Barang;

(3)

(3)

(4)

Nt
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meneliti Lrsulan permohonan penetapan status
penggunaan barang )rang diperoleh dari beban APBK
dan perolehan lainnya yang sah;

meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah yang dilaksahakan oleh Pengurus Barang
dan I atau Pengurus Barang Pembantu;

menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan
pe::rindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
dan latau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRK dain barang milik daerah selain
tarrah dan f atau bangunan;

mengusulkan rencana penyerahan barang milik
daerah berupa tanah danlatau bangunan yang tidak
digunakan untuk kep-entingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Penggund Barang dan sedang tidak
dinranfaatkan oleh pihak lain;

menyia-pkan usulan pemusnahan dan penghapusan
barang milik daerah;

meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang
dilaksanakan oleh pengurus Barang danlatau
Pengurus Barang Pembantu;

memberikan persetujuan atas Surat Permintaan
Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah
Perryaluran Barang TSPPB) untuk mengeluarkan
barang milik daerah dari gudang penyimpanan;

me:neliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan
(KIIR) setiap semester dd.n setiap tahun;

melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan
persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik
daerah; dan

merreliti laporan mut4si barang setiap bulan yang
disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna
dan I atau Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Keenam

Pengurus Bar4ng Pengelola

Pasal 14

Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas
usulan Pejabat Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengelcla sebagaimana dimaksud pada
ayr"i (f ) adalah pejabat yang membidangi fungsi
pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat
Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengelola: sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berwenang dan bertd.nggungjawab:

a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan
pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana
kebutuhan barang riilik daerah kepada Pejabat

Penatausahaan Barang; 
|,I

d.

e.

h.

f.

ob'

1.

J.

k.

(1)

(2)

(3)

v,
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b. membantu nreneliti dan menyiapkan bahan
pertimbangan persetujrlran dalam penyusunan rencana
kebutuhan pemeliharlaan lperawatan barang milik
daerah kepada Pejabat lPenatausahaan Barang;

c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan
dan pemindahtangandn barang milik daerah yang
memerlukan persetujuan BuPati;

d. meneliti dokumen usulanan penggunaan,
pernanfaatan, pemusnlahan, dan penghapusan dari
PenggUna Barang, sebp.gai bahan pertimbangan oleh
Pejabat Penatausahaafi Barang dalam pengaturan
pelaksanaan penggunap.n, pemanfaatan, perlusnahan,
datr penghapusan barahg milik daerah;

e. menyiapkan bahan pdncatatan barang milik daerah
berupa tanah dan/ atau bangunan yang telah
diserahkan daii Pehgguna Barang yang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
rjan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak
dinranfaatkr., pihak rlain kepada Bupati melalui
Perrgelola Barang;

f. menyimpan dokumen lasli kepemilikan barang milik
daerah;

g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang
Perrggu na I Kuasa Peng$una Barang;

h. melakukan rekonsiliaqi dalam rangka penlrusunan
laporan barang milik d4.erah; dan

i. merekapitulasi dan rhenghimpun Laporan Barang
pengguna semesteran, dan tahunan serta Laporan
Barang Pengelola seba$ai bahan penyusunan Laporan
barang milik daerah.

(4) pengunrs Barang Pengelola secara administratif dan secara

fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada Pengelola Barang rnelalui Pejabat Penatausahaan
Barang.

(S) Dalam hal melaksanakan itugas dan fungsi administrasi
pengurus Barang Pengelolal dapat dibantu oleh Pembantu
Pengurrrs Baran[ Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat

Penatarlsahaan Barang.

(6) Pengunrs Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan
p"rJr.ga.ngan, peteAau.r, pefnborongan dan penjualan jasa

"t^r, UerUnaat sebagai' penjamin atas kegiatan/
pekerja an f penjualan tersebut yang anggarannya
dibebankan Pada APBK.

Bagian Ketujuh

Pengurus Barang Pengguna

Pasal 15

Pengunrs Barang Pengguna- ditetapkan
usulan Pengguna Barang.

oteh BuPati atas(1)

{*
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(2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab:

a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan
dan penganggaran barang milik daerah;

b. menyiapkan usulanan permohonan penetapan status
penggunaan barang rnilik daerah yang diperoleh dari
beban APBK dan peroiehan lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang
milik daer:ah;

d. membantu mengamankan barang miiik daerah yang
be:rada pada Pengguna Barang;

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan
dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa
tanarh clan latau bang,unan yang tidak memerlukan
per:"setujuan DPRK dan barang milik daerah selain
tanah dan f at.au bangr.rnan;

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik
daerah berupa tanah danlatau bangunan yang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak
dirnanfaatkan pihak lain;

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulanan
pelmustrahan dan penghapusan barang milik daerah;

h. me)nyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

i. me:nyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB)

ber:dasarkan nota perrrlintaan barang;

j mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada
Pejabat Penatausahaafl Barang Pengguna;

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah
Penyaluran Barang ($PPB) yang dituangkan dalam
ber:ita acara penyerahan barang;

1. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran
da:n tahunan;

m. memberi label barang milik daerah;

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat
Perratausahaan Pengg;una Barang atas perubahan
korndisi fisik barang milik daerah berdasarkan
pengecekan fisik baran:g;

o. me lakukan stock opnar,ne barang persediaan;

p. me,nyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan
dokumen kepemilikadr barang milik daerah dan
menyimpan asli/ fotokopi/ salinan dokumen
perratausahaan;

q. me,lakukan rekonsiliaSi dalam rangka penyusunan
lat)oran barang Penggrtrna Barang dan laporan barang
mitik daerah; dan 

il6',
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,

l

r. membuat laporan mritasi barang setiap bulan yang
disampaikan kepad{ Pengelola Barang melalui
Pengguna Barang $etelah diteliti oleh pejabat
Penatausahaan Penggrlrna Barang.

Pengurus Barang Penggu4ra sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) secara administrhtif bertanggung jawab kepada
Pengguna Barang dan secafa fungsional bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasrfya kepada Pengelola Barang
melalui Pejabat Penatausah{aan Barang.

Dalam hal melaksanakan itugas dan fungsi administrasi
Pengurus tsarang Penggunf dapat dibantu oleh Pembantu
Pengurus Barang Penggun{ yang ditetapkan oleh Pengguna
Barang 

i

Pengurrus Barang Penggurta dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pdmborongan dan penjualan jasa
atau bertindak sebagaii penjamin atas kegiatan/
pekerj a an lpenjualan tet'sebut yang anggarannya
dibebankan pada APBK. 

i

I

Bagian l{edelapan
I

Pengurus BarFrg Pembantu

ras{t ro
I

d.

e.

membantu mengaman an barang milik daerah yang
berada pada Kuasa Pe gguna Barang;

menyiapkan dokumen pengajuan usulan pelnanfaatan

(4)

(s)

(1)

(2)

(3)

Bupati menetapkan Pengfrrus Barang Pembantu atas
usulan Kuasa Pengguna Batang melalui Pengguna Barang.

Pemben.tukan Pengurus B{rang Pembantu sebagaimana
dimaksud pada ayat I tti dilakukan berdasarkan
pertimbangan jumlah barafiS yang dikelola, beban kerja,
lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnjra.

Pengunrs Barang Pernba.!, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang dan bertp.nggungiawab:

a. menyiapkan dokumefr rencana kebutuhan dan
penganggaran barang n[ilik daerah;

b. menyiapkan usulan $ermohonan penetapan status
penggunaan barang m[lik daerah yang diperoleh dari
beban APBK dan nerollhan lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencat{tan dan inventarisasi barang
milik daerah; 

I

dan pemindahtanganafr barang milik daerah berupa
tanah d,anlatau bangirnan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRK d"f, barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangtinan;

f. menyiapkan dokume4r penyerahan barang milik

digunakan untuk kepe[rtingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Kuasa Pe

dimanfa atkan pihak laih;
a Barang dan sedang tidak

Nw
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g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan
dan penghapusan barang miiik daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
i. menyiapkan surat Permintaan Barang (spB)

be:rdasarkan nota perrrrintaan barang;

j. me:ngajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada
Kuasa Pengguna Barang;

k. me:nyerahkan barang berdasarkan surat perintah
Penyaluran Barang ($PPB) yang dituangkan dalam
ber:ita acara penyerahah barang;

1. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran
darr tahunan;

m. memberi label barang milik daerah;

n. mengajukan permohoqan persetujuan kepada Pejabat
Peiratausahaan Peng$una Barang melalui Kuasa
Pengguna Barang atasi perubahan kondisi fisik barang
miXik daerah pengecekein fisik barang;

l

o. melakukan stock opnarhe barang persedtaan;

p. menyimpan dokumen,, antara lain: fotokopi/salinan
dolcumen kepemilikarl barang milik daerah dan
menyimpan asli/ fotokopi/ salinan dr:kumen
penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan
lap,oran barang Kuasai Pengguna Barang dan laporan
barang milik daerah; dan

r. membuat laporan mudasi barang setiap bulan yang
disampaikan pada Pertgguna Barang melalui Kuasa
Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat
Penatausahaan Peng$una Barang dan Pengurus
Ba:rang Pengguna.

(41 Pengums Barang Pembant| baik secara langsung maupun
tidak langsurrg dilurang me[akukan kegiatan petdag"t g"t ,

pekerjaan pemborongan dafr penjualan jasa atau bertindak
sebagai penj amin atas , kegiatan I pekerj a an I penjualan
tersebuL yang anggarannya dibebankan pada APBK.

Pasal L7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Pengelola Barang
Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PBNGANGGARAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

il*
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I

easd [.8
I

Pejabat Penatausahaan lBarang menyusun Rencana
Kebutuhan Barang Milik DB.erah (RKBMD) Pengadaan dan
Rencana Kebutuhan Bartang Milik Daerah (RKBMD)

Pemeliki&fd.tlfl yang digurrakan untttk penyusunan RAPBD.

Penyusllnan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) Pengadaan idan Rencana Kebutuhan

(2)

Pemeliharaan Barang Milik iDaerah (RKBMD) Pemeliharaan
sebagaimana dimaksud p{du ayat (1) berpedoma.n pada
standar kebutuhan, stand{r barang dan standar satuan
harga, serta dengan memprierhatikan ketersediaan barang

(3) Ketentuan lebih lanjut me$genai standar kebutuhan dan
standar barang ditetapkari oleh Pengelola Barang atas
nama Bupati.

(4) Ketentuan lebih laryut mengenai standar satuan harga
ditetapk.an dengan Keputus{n Bupati.

l

Pasal 1i9

(1) Dalam menyusLln RKBMD Pengadaan dan RKBMD
Pemelihi?.raan pada Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud daiam Pasai 1il ayat (3) huruf a, Kepala
Perangkat Daerah selaku Sengguna Barang menghimpun
usulan yang diajukan oleh Kuasa Pe ngguna Barang di
lingkungan perangkat daerah yang dipimpiSrnya'

(2) Pengguna Barang nrenyamflaikan RKBMD Pengadaan dan
RKBMD Pemelih araar: sebapaimana dimaksud pada ayat
(.t-) kepa<la Pengelola Barang"

(3) Pengelola bararrg berseima Pejabat Penatausahaan Barang
membahas usulan tersebutr dengan memperhatikan data
barang yang ada pada Perarrgkat Daerah danlatau
pengelola barang.

(4) Pengelola Barang menyetrt:ui dan menghimpun hasil
p.*b"hgsan sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) menjadi
Rencana Kebutuhan Bardng Milik Daerah (RKBMD)
pengadaa.rr dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) Pemeliharaan.

(5) Pengeloll Barang menyusun Daftar Kebutuhan Barang
milik <laerah Pengadaanl dan Daftar Kebutuhan
pemeliherraan Barang milik .daerah Pemeliharaan setelah

;

pasal 2o

Ketentuan lebih lanjut menggnai tata cara perencanaan

kebutuhan <lan pengganggaran Bebagaimana dimaksud dalam
pasal 18 da1 Pasal f g aiatur derigan Peraturan Bupati.

il tt!'
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l

i

Pa{al 2 1

Perencanaan kebutuhan b{rang
setiap tahun setelah rer[cana
Daerahr ditetapkan.

milik daerah dilaksanakan
kerja (Renja) Perangkat

(21 Perenca.naan Kebutuhan s$bagaimana dimaksud pad a ayat
(1) merrupakan salah satr{ dasar bagi Perangkat Daerah
,Calam peirgrsulan penyedi[an anggaran untutl t eUutuhan
baru (new initiatiue) dani angka dasar (bczseline) serta
penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 22

Perencarnaan kebutuhan barang milik daerah mengacu
pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perencanaarl kebutuhan b{rang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal I t g ayat ( 1) kecuali untuk
penghapusan berpedoman $ada :

a. standar barang;
b. standar kebutuhan; danlatau
c. star:Ldar harga.

Standar barang sebagairpana dimaksud pada ayat (2)
huruf a adalah spesifikasi $arang yang ditetapkan sebagai
acuan penghitungan pengfadaan barang milik daerah
dalam perencanaan kebututr"rr.

Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah satuan jumlah barang yang
dibutuh,kan sebagai acuart perhitungan pengadaan dan
penggunaan barang milih daerah dalam perencanaan
kebutuhan barang milik dadrah pada Perangkat Daerah.

I

Standar harga sebagaiman{ dimaksud pad a ayat (2) huruf
c adalah besaran harga y,hng ditetapkan sebagai acuan
pengadaan barang milik ] daerah dalam perencanaan
kebutuhan. 

'

Standar barang, standar lkebutuhan dan standar harga
sebagairnana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
ditetapk:an oleh Bupati.

Pasaf 23
I

Penetapan standar kebu$han sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 22 ayat (2) huhuf b mempedomani peraturan
perundaLrlg-undan gan .

Penetapan standar barartg dan standar kebutuhan
sebagairnana dimaksud dalhm Pasal 22 ayat (2) huruf a
dan huruf b dilakukan $etelah berkoordinasi dengan
Perangkat Daerah teknis terkait 

* e*

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(1)

(2)
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Pasal 24

Pengguna Barang dan / atau Kuasa Pengguna Barang
mengusulkan RKBMD pengadaan barang milik daerah
mempedomani standar barang dan standar kebutuhan.

Pasal 25

Pengguna Barang menghlmpun usulan RKBMD yang
diajukan oleh Kuasa Pen$guna Barang yang berada di
lingkungan Perangkat Daerd.h yang dipirnpinnya.

Pengguna Barang menyampaikan usulanan RKBMI)
sebagai:mana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola
Barang.

Pengelo.ta Barang melakukan penelaahan atas usulanan
RKBMD sebagaimana dimhksud pada ayat (2) bersama
Pengguna Barang dengan I memperhatikan data barang
pada Pengguna Barang dani/atau Pengelola Barang.

Data ber.rang pada PengguXra Barang dan/atau Pengelo1a

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:

laporan daftar barang pengguna bulanan;

laporan daftar barang pengguna semesteran;

laporan daftar barang pengguna tahunan;

lapo:ran claftar barang P$lSelola bulanan;

laporan daftar barang pefigelola semesteran;

lapo rarr daftar barang pelngelola tahunan;

g. laporan daftar barang milik daerah semesteran; dan

h. lapo:ran daftar barang rrlilik daerah tahunan.

Pengelola Barang dalaln melakukan penelaahan
sebagairnana dimaksud p4da ayat (3) dibantu Pejabat
Penatausahaan Barang danl Pengurus Barang Pengelola'

Pejabat Penatausahaan Qarang sebagaimana dimaksud
pada eryat (5) merupaldan anggota Tim Anggaran
Pemerintah Daerah.

Hasil pr:neletahan sebagaintana dimaksud pada ayat (3)

merupalcan dasar penyusunhn RKBMD.

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

a.

b.

C.

d.

e.

f.

Pasal 26

RKBMD ya.ng telah ditetapk.' oleh Pengelola Barang
digunakan oleh Pengguna Bar{ng sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal27
(1) RKBMD pemeliharaan bar4ng _milik daerah tidak dapat

diusulkan oleh PenggunA Barang danlatau Kuasa

Pengguna Barang terhadaP :,

a. b^.".rg milik claerah yarig berada dalam kondisi rusa
berat;

k

f*
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b. barang milik daerah I yang sedang ,Jalam status
penggunaan sementara;

c. bar,ang milik daerah yang sedang dalam status untuk
dioperasikan oleh pihald lain; dan/atau

d. bar:a.ng milik daerah
pemanfaatan.

i y"rrg sedang menjadi objek
l

(2) RKBMT) pemeliharaan bar[ng milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hriruf b diusulkan oleh pengguna
Barang yang menggunakan]sementara barang milik daerah.

(3) RKBMT) pemeliharaan barf,ng milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk
pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka
waktu kurang dari 6 (enam)j bulan.

i

Bagian KEdua

Lingkup Perencanaan Kebutuhu" Barang Milik Daerah

Pasal i8
l

(1) Perencanaan kebutuhan bafang milik daerah meliputi:
a. perencanaan pengadaanJ barang milik daerah;
b. perencanaan pemeliharaian barang milik daerah;
c. perencanaan petnanfaat$.n barang milik daerah;
d. perencanaan pemindah{anganan barang milik daerah;

dan l

e. perencanaan penghapr"h.r, barang milik d.aerah.
l

Perencanaan pengadaan bafang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditua.ngkan dalam
dokurnen RKBMD Pengadaan.

Perencanaan pemeliharadn barang milik daerah
sebagairnana dimaksud p.4" ayat (1) huruf b dituangkan
dalam dokumen RKBMD Perheliharaan.

)

Perencanaan pemanfaatalr barang milik daerah
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan
dalam dokumen RKBMD Pertranfaatan.

Perencanaan pernindahtanganan barang milik daerah
sebagairnana dimaksud pa4a ayat (1) huruf d dituangkan
dalam dokumen RKBMD Perhindahtanganan.

Perencanaan penghapusdn barang milik daerah
sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e dituangkan
dalam dokumen RKBMD Penghapusan.

BAB VI

PENG^A{DAAN
I

Pasal 29

Pengadaan barang milik da(rah dilaksanakan berdasarkan
prinsip efisien, efektif, tranbparan dan terbuka, bersaing,
adit, darr akuntabet. 

il ep

(2)

(3)

(41

(s)

(6)

(1)
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i

i

{2) Pelakse naan pengadaan d"ra.,g milik daerah dilaku}ran
sesuai,lengan ketentuan peiraturan perundang-undangan.

(3) Pengadaan barang milik daerah yang bersifat khusus dan
menganut asas keseragamain ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(4) Hasil pengadaan harus dilhporkan kepada Bupati melalui
pengelola barang. i

(1) Penggu::a Barang
pengaditan barang
Pengelola Barang
penggunaannya.

(2) Laporan hasil pengadaan b{rang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)1, terdiri dari laporan hasil
pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan.

RAB VII

PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Ulmum

Pasal B 1

Bupati menetapkan status penggunaan barang milik
daerah.

Bupati dapat mendelepasikan penetapan status
penggunaan atas barang j milik daerah sebagaimana
dimaksr.rd pada ayat (1) selp.in tanah danlatau bangunan
dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.

Kondisi tertentu sebagaime.na dimaksud pada ayat (2. ,

antara lain adalah barang milik daerah yang tidak
mempunyai bukti kepemilikAn atau dengan nilai tertentu.

Pasal S0
wajib lmenyampaikan laporan hasil
milik {aerah kepada Bupati melalui

milik d{erah untuk ditetapkan status
I
I

i

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

Nilai tertentu sebagaimarla dimaksud
ditetapkan oleh Bupati 

i
l

Penetapan status penggqnaan barang
sebagairnana dimaksud flada ayat (1)

dilaksanrakan secara tahunahr.

pada ayat (3)

milik daerah
dan ayat (21

(1) Penggurraan barang milik da{erah meliputi:
a. penetapan status penggqnaan barang milik claerah;

b. peng,alihan status pengg+naan barang milik daerah;
c. peilg;gunaan sementara {arang rnilik daerah; dan
d. penetapan status pengBunaan barang milik daerah

untuk dioperasikarr oleh ipihak lain.

ilry
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(2) Penetapan status penggun4an sebagaimana dimaksud pada

a. penyelenggaraan tugas; dan fungsi Perangkat Daerah;

b. dioperasikan oleh pihal{ lain dalam rangka menjalankan
pelayanan umum sesuhi tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang bersangkuian.

Pasal 33
Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:
a. barang persediaan;
b. Konstruksi Dalam Pengerjad.n (KDP);
c. barang yang dari awal penf;adaannya direncanakan untuk

dihibahkan; dan
d. Aset. Tetap Renovasi (ATR).

Pasal 34
Penetapan status penggunatan barang milik daerah berupa
tanah clanlatau bangunani dilakukan apabila diperlukan
untuk kepentingan penye[enggaraan tugas dan fungsi
Pengguna Barang danlataul Kuasa Pengguna Barang yang

Pengguna Barang wajib melryerahkan barang milik daerah
berupa tanah dan latau ba(rgunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang tidak digfrnakan dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi PenggunatBarang kepada Bupati melalui
PengeloJa Barang.

Dikecualikan dari ketentuafr sebagaimana dimaksud pacla
ayat (2), apabila tanah d"4latau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)l telah direncanakan untuk
digunakan atau dimanfaatk&.n dalam jangka waktu Lertentu
yang ditetapkan oleh Bupatii.

Bupati mencabut status flenggunaan atas barang milik
daerah berupa tanah d^4latau bangunan yang tidak
digunakan dalam penyel(nggaraan tugas dan fungsi
Pengguna Barang sebagaimdna dimaksud pada ayat (2).

Dalam .hal barang milik dferah berupa tanah d,an latau
bangunern sebagaimana dilmaksud pada ayat (21 tidak
diserahl.ran kepada Bupati,l Pengguna Barang dikenakan
sanksi trerupa pembekuan dana pemelih araan atas barang
milik da.erah berkenaan.

',

Pasal 35
(1) Bupati menetapkan Uararig milik daerah yang harus

diserahl.ran oleh Pengguna flarang karena tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Penggur:ra Barang danlatarir kuasa Pengguna Barang dan

(1)

(2)

(4)

(s)

(3)

il ry
tidak dirnanfaatkan oleh pihhk lain.
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(2) Dalam menetapkan p.rry[rahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Rupati memflerhatikan:
a. standar kebutuhan !barang milik daerah untuk

menyelenggarakan dad menunjang tugas dan fungsi
Pengguna Barang; 

ib. hasil audit atas pengguFraa, tanah dan /atau bangunan;
dan /atau

c. laporan, data, dan inforlmasi yang diperoieh dari sumber
lain.

(3) Sumber lain sebagaimana idimaksud pad a ayat (2) huruf c
antara lain termasuk frasfl pelaksar^"., pengawasan dan
pengendalian yang dilaku{an oleh Pengelola Barang atau
Bupati dan laporan dari m{syarakat.

(a) 'Tindak lanjut pengelolaanl atas penyerahan barang milik
daerah sebagaimana dimalsud pada ayat (1) meliputi:
a. penetapan status pengqunaan;
b. penlanfaatan; atau 

ic. penrindahtanganan 
l

i

I

i

Paspl 36
Ketentuan lebih lanjut mengfnai penggunaan barang milik
daerah setragaimana dimaksufl dalam Pasal 32 diatur dalam
Peraturan Bupati 

]

(1) Pe
a.

b.

(2) Pemanfaatan barang 4nilik daerah dilaksanakan
berdasa.rkan pertimbangan I teknis dengan memperhatikan
kepentingan daerah dan ke$entingan umum.

(3) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan
sepanjang tidak mengganggir pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerinta{ran daerah.

barang miliik daerah dilakukan tanpa
persetujuan DPRK.

BAts VIII

PEMAt,|tFAATAN

eagia+r Kesatu

erinsif Umum

nasft az
l

manfaatan barang milik daerah dil
Pen;gelola Barang deng[n perse
barer"ng milik daeraLr yflng bera,
Pengelola Barang; dan 

I

Pengguna Barang {".gr., I
Bara.ng untuk barang lmilik da
tanerh dan/atau bangudan yang
Pengguna Barang dh. sela
bangunan. 

:

Cilaksanakan oleh:
'setujuan Bupati, untuk
rada dalam penguasaan

persetujuan Pengelola
laerah berupa sebagian
rg masih digunakan oleh
:lain tanah danlatau

(4) Pemanfaatan
memerlukan

ilry
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Biaya lremelih araa,rJT#Jf*"ran barans milik daerah
serta biaya pelaksanaan yhng menjadi objek pemanfaatan
dibebankan pada mitra ner{ranfaatan.
Biaya persiapan pemanfaatf.an barang milik daerah sampai
dengan penunjukkan mitr{ pemanfaatan dibebankan pada
APBK. I

Pendapatan daerah dari p(manfaatan barang milik daerah
merup€rkan penerimaan {aerah yang wajib disetorkan
selurutrnya ke rekening K"{ Umum Daerah.
Pendapatan daerah ciari pl*.rrfaatan barang milik daerah
dalam rangka penyelengg{raan pelayanan umum sesuai
dengan tugas dan fungsi padan Layanan Umum Daerah
merupa.kan penerimaan da{rah yang disetorkan seluruhnya
ke rekening kas Badan Lay{nan Umum Daerah.

(5) Pendapatan daerah dari pe[nanfaatan barang milik daerah
dalam rangka selain pen$elenggaraan tugas dan fungsi
Badan Layanan Umum flaerah merllpakan penerimaan

(3)

(4)

(1)

daerah yang disetorkan sehlruhnya ke rekening Kas Umum
Daerah,,

39

Barang milik daerah yan menjadi objek pemanfaatan
adaikan.dilarangl dijaminkan atau di

(2) Barang milik daerah yanig merupakan objek retribusi
daerah tidak dapat dik#ail""r, sebagai objek pemanfaatan
barang milik daerah 

I

i

Pas{l aO

Bentuk Pemanfaatan Barang mitit< daerah berupa:
a. Sewa; l

b. Pinjam trakai;
C. KSP;
d. BGS atau BSG; dan i

ie. KSPI. i

l

Bagiari Kedua
I

Mitra Perhanfaatan
i

Paslal 41

Mitra Pemanfaa[an rneliputi:

C.

dalam

daerah

dalam

daerah

dalam

t

penyewa., untuk pemanfaatfi.n barang milik daerah
bentuk l3ewa; 

i

peminjam pakai, untuk per{ranfaatan barang milik
dalam bentuk Pinjam Pakai;l
mitra KS}P, untuk pemanfaaftan barang mi.lik daerah
bentuk I(SP; 

i

mitra BGS/BSG, untuk peniranfaatan barang milik
dalam b,gntuk BGS/BSG; d"i,
mitra KSiPI, untuk pemanfa{tan barang rnilik daerah
bentuk I(SPI. i

a.

b.

d.

r
e.
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Mitra Penranfaatan sebagaimlana dimaksud dalam Pasal 4l
memiliki tanggung jawab: 

I

a. melakukan pembayaran ft"" pemanfaatan barang milik
daerahr s€SU?i bentuk pem{nfaatan;

b. menyerahkan hasil pel{ksanaan pemanfaatan sesuai
ketentt-lan bentuk pemanfa{atan;

c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang
milik daerah yang diladukan pemanfaatan dan hasil
pelaksa.naan pemanfaatan parang milik daerah;

d. menger:ebalikan barang mfllik daerah setelah berakhirnya
pelaksa.naan; dan

e. memenuhi kewajiban lai nya yang ditentukan dalam
perjanjian pemanfaatan ba ang milik daerah.

Palsal a3
(1) Objek pemanfaatan baranglmilik daerah meliputi:

a. tanah dan/atau bangurian; dan
b. selain tanah dan f atau $angunan.

(2) Objek pemanfaatan
dan f ataw bangunan
huruf a, dapat
keseluruhannya.

barar{g milik daerah berupa tanah
sebagN.imana dimaksud pada ayat (1)
dilakrtrkan untuk sebagian atau

(3) Dalam hal objek pernanfaa{an barang milik daerah berupa
sebagian tanah danla dau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), lfas tanah danlatau bangunan
yang menjadi objek pem{nfaatan barang milik daerah
adalah sebesar luas bagi{n tanah danlatau bangunan
yang dimanfaatkan. 

I

I

PasA.l 44

Ketentuan lebih lanjut mengqnai pemanfaatan barang milik
daerah sslragaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam
Peraturan I3upati.

(1)

(2)

sab Ix
I

PBNGAI\4ANAN DFN PEMBLIHARAAN
I

BagianiKesatu

Pengafnanan

Pase.l 45

a. pengamanan fisik;
b. pen$Iamanan administra
c. pengamanan hukum; d

il$l

d. tindrak lanjut upaya hukPm.
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan untuk:
a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
b. pernindahtanganan dalam bentuk hibah.
Penetapan nilai L:arang milik daerah dalam rangka
penyi-ttit-lrjalx nererca 5:ernerintah daerah dilakukan dengan
berpedornan pada Stanclar Akuntansi pemerintahan (SAp).

Biaya )/ang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik
daerah dibebankan pada APBK.

Pasal 5 1

Penilai;an barang milik daerah berupa tanah dan/atau
banguneln dalam rangka pemanfaatan atau
peminclahtanganan dilakukan oleh:
a. Per:rilai Pemerintah; atau
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adaiah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai
izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai
yang d akui oleh pemerintah.
Penilai,,rn barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (l ) dilaksernakan untuk mendapatkan nilai wajar
sesuzri clengiln kel entLlan pcraturan perundang-undangan.

Nilai rirajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
diperolehr dari hasil penilaian nrenjadi tanggung jawab
Penilai

Pasal 52

Penilaian barang rnilik claerah selain tanah dan/atau
bangunan dalam rangka pemanfaatan atau
peminclahtanganan Cilakukan oleh Tim yang ditetapkan
oleh Br:pati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan
Bupati.
Tim sebagaimana dimaksqd pada ayat (1) adalah panitia
penaksrir harga yang unlsurnya terdiri dari Perangkat
Daerakr/ Unit Kerja terkait.

Penilai sebagaimana climaksud pacla ayat (1) adalah Penilai
Pemerintah atau Penilai Publik.

Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakhn untuk mendapatkan nilai
wajar sesuai dengan kefentuan peraturan perundang-
undangan.

Apabila penilaian sebagaifnana dimaksud pada ayat (4)

dilakul<an oletr Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai,
maka hasil penilaian lbarang milik daerah hanya

(6) Hasil penilaian barang milik
dimakr;ud pada ayat (2) ditetapkan

daerah sebagaimana
oleh Bupati.

(3)

(4)

(s)

ilry
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Pasal 53
(1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian

kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik
daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemeriptah
daerah.

(2) PenilaiaLn kembali sebagaitrnana dimaksud pada ayat (1)
adalah proses evaluasi dal{m rangka pelaporan keuangan
sesuai litandar Akuntansi {emerintahan (SAP) yang metode
penilaia.nnya dilaksanakan 

fesuai standar penilraian.
(3) Keputusan mengenai penilfiian kembali atas nilai barang

milik daerah dilaksanakarf berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh Bupati I dengan berpedoman pada
ketentuan pemerintah yang lberlaku secara nasional.

(4) Ketentuan pemerintah y4ng berlaku secara nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan
yang ditetapkan oleh pembrintah untuk seluruh entitas
pemerin.tah daerah.

i

Pasal {4
Ketentuan lebih lanjut mengen{i penilaian barang rnilik d.aerah
sebagaiman.a dimaksud dalam Sasal 52 diatur dalam Peraturan
Bupati. 

I

BAq xr
I

PEMINDAHIANGANAN

Bagian it<.satu

PrinsiplU*r*
Pasafl 55

( 1) Barang miiik daerah yang tidak diperlukan bagi
penyelerlggaraan tugas pemerintahan daerah dapat
dipindahtangankan.

(2) Bentuk pemindahtanganan $arang milik daerah meliputi:
j

l

I

pemerintah daerah.

t 
--Pasal 5b

(1) Dalam :rangka pemindahta]nganan barang milik daerah
dilakukan penilaian. 

i

(2) Dikecuatikan dari ketentuar[ sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) r"rntuk pemindahtan$anan dalam bentuk hibah.

(3) Penilaian sebagaimana idimaksud pada
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

ayat (1)

a. penjualan;
b. tukar menukar;
a. hibah; atau
b. penyertaan modal

[!re
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Pasal 61

Tanah dan latau bangunan diperuntukkan bagi PNS
pemerintah claerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud
dalam Fasal SiB ayat t2) huruf c, adalah:

a. tanah diltr/atau bangunan yang merupakan kategori rumah
negara f d,aerah golongan Iil;

b. tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut
perencanaan awalnya untuk pembangunan perumahan
PNS pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pasal 62

( 1) Tanah dan / atau bangunan yang diperuntukkan bagi
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (2) huruf d, adalah tanah dan latau bangunan yang
digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan
bangsa dan negara, ffi&syarakat luas, ralq'at
banyakT'bersama, dan I atau kepentingan pembangunan,
termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam
lingkup hubungan persahabatan antara negara/ daerah
dengan negara lain atau masyarakatllembaga
internasrional.

(2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pacia ayat
(1) antara- lain sebagai berikut:
a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan

peru,ndangan, jalan tol, dan rel kereta api;
b. saluran air minum lair bersih danlatau saluran

pembuarrgan air;
c. waduk, b,endungan dan bangunan pengairan lainnya,

ternra.slrk saluran irigasi;
d. rumakr sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau

terrrrinal;
tempat ibadah;
sekolah atau lembaga pendidikan non komersial;
pasar umum;
fasilitas pemakaman umum;
fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul
penir.nggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain

k. Hl;tri;, prasarana pps dan terekomunikasi;
1. sarana dan prasarana ofahraga untuk umum;
m. stas,iun penyiaran radio dan televisi beserta sarana

pendukungnya untuk lefnbaga penyiaran publik;
n. kantor pemerintah, ppmerintah daerah, perwakilan

nega.ra asing, Persefikatan Bangsa-Bangsa, dan
lembaga internasional iJi bawah naungan Perserikatan
Bangsa-Bangsa;

o. fasititas Tentara Nasidnal Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indoriesia sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

p. rumah susun sederhanf,;
q. tempat pembuangan safnpah untuk umum;
r. cagar alam dan cagar brhdaya;

f.
ob'
h.
i.
j.

y*
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s. prornosi budaya nasional;
t. pertamanan untuk umuim;
u. pan ti sosial;
v. lembaga pemasyarakatan; dan
w. pem bangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga

listrik termasuk inritalasi pendukungnya yang
meru.pakan satu kesatuan yang tidak dapat
terpisahkair.

Pasal 63

Pemindahttr.ngalnan barang milik daerah berupa tanah
d,anlatau trerngunan sebagaimalna dimaksud dalam Pasal 58
ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati.

Pasal 64

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah
d,anlatau bangunan yang bernilai sampai dengan
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh
Pengelola Elarang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Peminclahtanganan barang rnilik daerah selain tanah
dan f atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp.5.00'1.000"000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh
Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRK.

(3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

merupahan nilai wajar unltuk pemindahtanganan dalam
bentuk penjualan, tukar mehukar dan penyertaan modal.

(4) Nilai sebagaimana dimaksrld pada ayat (1) dan ayat (21

merupal<an nilai perolehdn untuk pemindatrtanganan
dalam bentuk hibah.

(5) Usulan untuk memperoleh persetujuan DPRK sebagaimana
dimakstrd pada ayat (2) diajr,irkan oleh Bupati.

(6) Usulan persetujuan sebaga{mana dimaksud pada ayat (1)

dan aya'[ (2) dilakukan per ti[p usulan.

Bagianr Ketiga

Penjualan

Paragraf Kesatu

Prinsip ir..,,r*
Pasd.l 65

(1) Penjualein barang milik daerah dilaksanakan dengan
pertimbiLngan:

a. untuk optimalisasi baralng mitik daerah yang berlebih
atau tidak digunakan / difnanfaatkan;

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah
apatrila dijual; danlatau i

c. sebagai pelaksanaan kefientuan peraturan perundang-
undzrngan.

ilry
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Baranpl milik daerah yang tidak digunakan ldimanfaatkan
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a adalah
barang nritrik daerah yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggareran tugas dan 1Lngsi perangkat
Daerah atau tidak dimanfaatl<an oleh pihak lain.

Pasal 66

Penjuartan barang milik dherah dilakukan secara lelang,
kecuali dalarn hal tertentu.
Lelang sebagaimana dimhksud pada ayat (1) adalah
penjualan barang milik dadrah yang terbuka untuk umum
dengan penawaran harga :sec&ra tertulis danlatau lisan
yang semakin meningkat dtau menurun untuk mencapai

Lelang sebagaimana dimakFud pada ayat (2) dilaksanakan
setelah dilakukan penguriruman lelang dan dihadapan
pejabat lelang.

Pengecr.ralian dalam hal tertentu se bagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a, Barilng milik daerah ,yang bersifat khusus sesuai
dengan peraturan perurrldang-undangan.

b. Barang milik daerah fainnya yang ditetapkan lebih
lanjut oleh Bupati.

Barang milik daerah yangj bersifat khusus, sebagaimana
dimaksr-rd pada ayat (4) hut'uf a adalah barang yang diatur
secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, antaria lain yaitu:

a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada
penghuninya yang sah.

b. Kendaraan perorangan r dinas dan kendaraan dinas
jabatan yang dijual kepada:
i. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. rnantan Bupati; dan
4. rnantan Wakil Bupati.

Barang milik daerah iainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (a) huruf b antara. iain 5naitu :

a. tanah danlatau bangunhn yang akan digunakan untuk
kepentingan umum; l

b. tanah kavling yarrg ,menurut perencanaan awal
peng;adaannya digun{kan untuk pembangunan
perumahan PNS pemerifltah daerah yang bersangkutan,
sebagaimana tercantum r dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA);

c. selain tanah d.anlatau lbangunan sebagai akibat dari
keadaan kahar (force maleure);

d. bangpnan yang berdiri di atas tanah pihak lain
dijuerl kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;

e. hasil bongkaran bangudan atau bangunan yang
dibar:rgun kembali; atau I

yang

akan

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

fs
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f. selain tanah dan latau bangunan yang tidak memiliki
bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi
Rp. 1.000.000 (satu juta nupiah) per unit.

Pasal 67

Dalarn rangka penjualan barang milik daerah dilakukan
penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah bagi penjualan barang milik daerah berupa
tanah yii.ng diperlul<an untuk pembangunan rumah susun
sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundan g-undarlgan .

Penilaian sebagaimana dimpksud pada ayat (1) dilakukan
sebagaimana dimaksud dalalm Pasal 53 dan Pasal 54.

Penentuan nilai dalam rarpgka penjualan barang milik
daerah secara lelang sebag[imana dimaksud dalam Pasal
b6 ayat (1) dilakukan derngan memperhitungkan faktor
penyesuaian.

Nilai sebagaimana dimaksUd pada ayat (4) merupakan
limit/ batasan terendah yanlg disampaikan kepada Bupati,
sebagai dasar penetapan nilai iimit.
Nitai limit/ batasan terendafr sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) adalah harga minimal barang yang akan dilelang.

(7) Nilai linrit sebagaimana dirnaksucl pada ayat (6) ditetapkan
oleh Bupati selaku penjual.

Bagian Keempat

Tukar Nhenukar
I

Paragrafi Kesatu
I
I

Prinsipj Umum
i

Pashl 68

(1) Tukar rnenukar barang milik daerah dilaksanakan dengan
pertimbangan:
a. untuk memenuhi I kebutuhan operasional

penl,re lenggaraan pemerifr tah an ;

b. untuk optimalisasi barairg milik daerah; dan
c. tidak tersedia dana dalain APBK.

Tukar menukar sebagaimp.na dimaksud pada ayat (1)

ditempuh apabila pemehintah daerah tidak dapat
menyediakan tanah dan lat{u bangunan pengganti.

Selain pertimbangan sebagdimana dirnaksud pada ayat (1),
tukar menukar dapat dilakrikan:
a. apabila barang milik {aerah berupa tanah danlatau

bangunan sudah tid+ sesuai dengan tata ruang
wilayah atau penataan $ota;

b. guna menyatukan UarafrS mitik daerah yang
terp'encar; i

dilaksanakan oleh

I

Pengelolh Barang.
i

Pas{l 70

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(2)

(3)

lokasinya

lrput/

31ll T:l]"kar dilaksanatalr setetah dilakukan kajian
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c. darlar, rangka pela.ksanaan rencana strategis
penierinta.h pusa t/ pemerintah daerah;

d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila
obje:k tukar menukar adalah barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau

e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi,
atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
apabila objek tukar menukar adaiah barang milik
daerah selain tanah dan latau bangunan.

Tukar menukar barang rnilik daerah dapat dilakukan
dengan pihak:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lainrtrya;
c. Badan Usaha Milik Neghra f Daerah atau badan hukum

milik pemerintah lainnyd yang dimiliki negara; atau
d. Pemerintah Gampong; atau
e. Swasta.

Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e
adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum
maupurr perorangan.

Pasal 69
I

Tukar nrenukar barang mili$ daerah dapat berupa:
a. tanah danlatau bang'(rnan yang telah diserahkan

kepeida Bupati;
b. tanah dan I ataw bangunhn yang berada pada Pengguna

c. selain tanah danlatau bhngunan.

Tanah d,an latau bangunafi yang berada pada Pengguna
Barangl sebagaimana dimpksud pada ayat (1) huruf b
antara lain tanah dan/iatau bangunan yang masih
dipergunakan untuk pen{elenggaraan tugas dan fungsi
Penggutna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang
wilayah atau penataan kota.

Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
dilaksanakan oleh Pengelolh Barang.

Pas{l 70

T\.rkar menukar dilaksanakafr setelah dilakukan kajian
berdasarkatr: 

,

1. kebutuhan Pengelola Bardng lPengguna Barang; dan
2. spesifikasi barang yang dibutuhkan.

b. aspek ekonornis, antara lain kajian terhadap nilai barang
milik daerah yang dilepas d"t1 nilai barang pengganti;

c. aspek yuridis, antara lain:

tata ruang wilayah dan peinataan kota; dan
bukti kepemilikan.

(s)

(1)

(2)

(3)

1.

2.

J'g



PAsal 7 1

Berdasarkan kajian sebagai{nana dimaksud dalam pasal To
terhadap barang milik d{erah berupa tanah d,an/atau
bangunatr, Bupati dapat m$mberikan ilternatif bentuk lain
pengelolaan barang milik daefah atas permohonan persetujuantukar menukar yang ldiusularikan oleh 

- pengllola
Barang/Pengguna Barang. 

I

i
I

I
i

Phsal 72
(1) Barang pengganti tuk". *,l..rukar dapat berupa:

1a. barang sejenis; danlatflu
b. barang tidak sejenis. j

(2) Barangt pengganti utam{ tukar menukar barang milik
daerah berupa tanah, harup berupa:
a. tanah; afau I

b. tanah dan bangunan. 
I

(3) Barang pengganti uta.ma I tutar menukar barang milik
daerah berupa bangunan, {apat berupa:
a. tanelh; 

I

b. taneth dan bangunan; 
ic. bangunan; dan latau Id. selain tanah danlatau bpnSunan.

(4) Barang pengganti sebagaim{na dimaksud pada ay'at (2) dan
ayat (3) harus berada dalarh kondisi siap digunakan pada
tanggal penandatanganan $eryaryian tukar menukar atau
Berita Acara Serah Terima (EAST).

I

I

Rasa{ zs
I

Nilai barang pengganti ata{ tukar menukar paling sedikit
seimbang dengan nilai wajhr barang milik daerah yang
dilepas. 

v " 
I

Apabila nilai barang pengg[nti lebih kecil daripada nilai
wajar barang milik daeraH yang dilepas, mitra tukar
menukar wajib menyetork{n ke rekening Kas umum

- 43-

Daerah atas sejumlah selisih inilai antara nilai wajar barang
milik daer:ah yang dilepas derlsan nilai barang pengganti.

(3) Penyetoran selisih nilai seba[aimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan paling lamUgt 2 (dua) hari kerja sebelum
Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.

(4) Selisih nitai sebagarmerna dirnaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dituangkan dalam pedanliAn tukar menukar.

(1) Apabila pelaksanaan tukar enukar mengharuskan mitra
tukar menukar membangun angunan barang pengganti,
mitra tuhar menukar men njuk konsultan pengawas

dasarkan pertimbangan dari

(1)

(2)

dengan persetujuan Bupati be
Perangkat Daerah terkait.

frt
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j

i

i(2) Konsultan pengawas sebafaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan badan hukrhm yang bergerak di bidang
penga\vasan konstruksi. 

l

(3) Biaya konsultan p..rg"*{. sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tanggungJawab mitra tukar menukar.

I

Pasal 
| 

7 5

Tukar menukar dilaksanakarl oleh pengelola barang setelah
mendapat persetujuan Bupati [esuai aen[an kewenangannya.

i

ParaSrff Kelima

Perjanjian dan Beri{a Acara Serah Terima
I

Pasal 
176

(1) Tukar menukar dituangkar{ dalam perjadian.
(2) Perjanjian sekurang--kuran$nya memuat:

a. identitas pihak; 
i

b. jenis dan nilai barang rlilik ciaerah;
c. spe,sifikasi barang pen{ganti;
d. klausal bahwa dokume+ kepemilikan barang pengganti

diatasnamakan, pemerir:{tah daerah ;

e. janglka waktu penyerah{n objek tukar menukar;
f. hak dan kewajiban para] pihak;
g. ketentuan dalam hal tedadi kahar (force majeure);
h. sanksi; dan
i. penyelesaian perselisihan.

(3) Perjanjian tukar menukar {itanOatangani oleh mitra tukar
menukar dengan Bupati. 

:

pasdt zz

Penyerahan barang milik ,hae.at dan barang pengganti
dituang,kan dalam Berita ] A.u... Serah Terima tgASft
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 72 ayat (4) .

Berita l\cara Serah Terima l(BAST) sebagaimana dimaksud
pada ay'at (1) ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan
Pengelola Barang.

(3) Penandatanganan Berita ]A.cara sebagaimana dimaksud
pada uyat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan
setelah tanggal penandp.tanganan perjanjian tukar
menukerr untuk barang ] RenSSanti yang telah siap
digunakan pada tanggall perjanjian tukar menukar
ditandatangani. 

]

(4) Penandia"tanganan Berita fl.cara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah
tanggal penandatanganan dprjanjian tukar menukar untuk
barang pengganti yang belt{m siap digunakan pada tanggal
perjanjiren tukar menukar ditandatangani.

Penandatanganan Berita Acp.ra Serah Terima (BAST) hanya
dapat ciilakukan dalam h4i mitra tukar merrukar telah
memenrrhi seluruh ketentu4.n dan seluruh klausulan yang

(1)

(2)

(s)

ils
tercantrrm dalarn per;anjian itukar menukar.
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Pasai 78

Bupati berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar
secara sepihak dalam hal Berita Acara Serah Terima (BAST)
tidak ditan<latangani sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Keenam

Hibah

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Flibah barang milik o^-Jl";il;"-an densan pertimbansan
untuk keperrtingan:
a. sosia l;
b. budilya;
c. keagarnaan;
d. kemanusiaan;
e. penciidikan yang bersifat, non komersial;
f. penlrsl.nggaraan pemefintahan pusat/pemerintahan

daerah.

Penyelenggaraan pemerifltahan pusat/pemerintahan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah
termasuk hubungan antar negara, hubungan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan
antara pemerintah daerah dengan masyarakatllembaga
internasiional, dan pelaksartaan kegiatan yang menunjang
penyelenggaraan tugas danr fungsi pemerintah pusat atau
pemerintah daerah.

Pasal SO

(1) Barang milik daerah rlapat dihibahkan apabila memenuhi

rahasia negara;
yang mengLlasai hajat hidup

(2)

(2)

(1)

a. bukran merupakan bara$g
b. buk,a.n merupakan bara{rg

orang banyak; atau 
;

c. tidalk digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Segala loiaya yang timbul dAlam proses pelaksanaan hibah
ditanggr"rrrg sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.

Pasal E i

Barang milik daerah yan$ dihibahkan wajib digunakan
sebagaimana ketentuan y{ng ditetapkan dalam naskah
hibah

(2) Hibah sebagaimana. dimaktud pada
oleh Per:geloln Barang.

ayat (1) dilaksanakan

f*
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(2) Penyertaan modal pemNrintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diilaturan dengan pertiribangan
sebagai berikut: 

i

a. Barang milik daerah [".rg dari awal pengadaannya
sesuai dokumen pengfanggaran diperuntukkan bagi
Badan usaha Milik Ne$ara f Daerah atau badan hukum
lainnya yang cimiliki Negara dalam rangka penugasan
pemerintah; atau

b. Barang milik daerah iehih optimal apabila dikelola oleh
Badan usaha Milik Ne$ara f Daerah atau badan hukum
lainnya yang dimiliki lNegara baik yang sudah ada
maupun yang akan dib(ntul<.

Penyertaan modal pemerir{t"r, daerah ditetapkan dengan
Qanun 

I

Barang milik daerah s"uag[imana dimaksud pad a ayat (2)
yang telah disertakan dalarfr penyertaan modal pemerintah
daerah kepada Badan usfi.ha Milik Negara,/Daerah atau
badan hukum lainnya ]turre dimiliki Negara menjadi
kekayaia.n yang dipisahkan lmengikuti ketentuan peraturan

(3)

(4)

(1)

perund;s.o g-uodan gan .

(2) Tanah dan latau banguna yang berada pada Pengguna
Barang sebagaimana dim{ksud dalam Pasal 85 ayat (1)
huruf b antara laln tanahldan/atau bangunan yang sejak
awal pengadaannya dirf ncanakan untuk disertakan
sebagai modal pemerintahl daerah sesuai yang tercantum
dalam dokumen pen$anggaran, yaitu Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DP/[) .

I

berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 ayat (1) hurluf c antara lain meliputi:
a. barang milik daerah setlain tanah danlatau bangunan

yang dari awal pengadalannya untuk disertakan sebagai
modal pemerintah daerfh; dan 

ilgi

l

Pasal fi5
Penyertaan rnodal pemeriritatr daerah atas barang milik
daerah dapat berupa: i

a. tanah dan latau banglunan yang telah diserahkan
Bupati; 

ib. tana"h danlatau bangunlan pada Pengguna Barang; atau
c. selain tanah danlatau 

tangunan.
Penyertaan modal pemerirftah daerah atas barang milik
daerah sebagaimana dima{sud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh P,engelola Barang petelah mendapat persetujuan
Bupati, sesuai batas kewenf.ngannya.

i

I

Pasai 86

Penetapan barang milik daeraf, berupa tanah d.anlatau
banguraan yang akan diser{akan sebagai modal pemerintah
daerah sebagaimana dimafksud dalam Pasal 85 ayat (1)
huruf a dilakulcan fleh Bupati sesuai batas
kewena.ngannya. 

i

(2)

(1)

(3)
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b. baraLng milik claerah selain tanah d,an/atau bangunan
yanfl lebih optimal unrtuk disertakan sebagai modal
pemerintah daerah.

Pasal 87

Penyertaan rnodal pemerintah daerah dilaksanakan
berdasarkan analisa kelayakan invest-asi mengenai penyertaan
modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
l

PEMUSNAHAN

Bagian Kdsatu

Frinsip Ulnum

Pasal E8

l

Pemusnaha.n barang milik daer$.h dilakukan apabila:

a. tidak dapat digunakan, 1 tidak dapat Cimanfb.atkan,
d,anlatau tiaat dapat dipin{ahtangankan; atau

b. terdapa[ alasan lain sesua{i dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan 

l

Pasal 89

Bupati dapat menggunakah diskresi dalam menentukan
kriteria pemusnahan barakrg milik daerah sebagaimana
dimaksud pasal 88 huruf a. i

Diskres:i sebagaimana dimAksud pada ayat (1) dilakukan
dengan batas-tatas tidak bfrtentangan dengan perundang-
undangarr, wajib menerapkan asas umum pemerintahan
yang baik (AUPB), dan I tidak bertentangan dengan
ketertiban umum serta kesttsilaan.

Pemusnahan dilaksanakan ioleh Pengguna Barang setelah
mendapat persetujuan Buflati, untuk barang milik daerah
pada Pengguna Barang. 

I

Pemusnahan dilaksanakanj oleh Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Buflati, untuk ba.rang milik daerah
pada Pe:ngelola Barang.

Pelaksana.an pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan
dilaporl<an kepada Bupati.

Pasal 90

Pemusnahan dilakukan dengan cara:

a. dibakar;
b. dihancurkan;
c. ditimbun;
d. ditenggelamkan; atau
e. cara lain sesuai dengan

undangan.

(1)

(21

(3)

(41

(s)

I

i

kttentuan peraturan Perundang-

*@Y
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Pasal 9 1

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemusnahan barang milikdaerah seb'agaimana dimaksud dalam pasal Bg dan pasal 89diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 92

PenghapLrsi:rn barang milik dae.ah meliputi:
a. penghapusan dari Daftar Barang penggrrna d.an/atau

Daftar l3arang Kuasa Fengguna;
b. penghalrusan dari Daftar Barang pengelola; danc. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal !r3
( i ) Penghapu.san clari Daftar Barang pengguna clan/ atau

Daftar Bar"ang Kuasa pengguna sebagai*.ru dimaksud
dalam F'asal 92 huruf a, dilrekukan dalam hal barang milik
daerah sudah tidak beradul dalam penguasaan pengguna
Barang danlatau Kuasa pengguna Barang.

(2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, dilakukan dalam hal
barang milik daerah sudah itidak berada dalam penguasaan
Pengelota Barang.

(3) Penghapusan dari Daftar B4rang Milik Daerah sebagaimana
dimaksr-rd dalam Pasal 92 huruf c dilakukan dalam hal
terjadi penghapusan sebagdimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) disebabkan karena:

a. pemindahtanganan ataslbarang milik daerah;
b. putusan pengadilan yqng telah berkekuatan hukum

tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
c. menjalankan ketentUan peraturan perundang-

und angan;
d. pemusnahan; atau
e. sebeLb lain. 

I

(4\ Penghapusan barang milik ldaerah berupa tanah dan/atau
bangun,an atau selain tar{ah dan bangunan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati I setelah mendapat persetujuan
DPRK. 

i

(5) Penghapusan barang milik idaerah sebagaimana dimaksud
pada a1,at (4) tidak memerlukan persetujuan DPRK dalam
hal:

a. bangunan dimaksud h[rus
(rehab total) sesuai de{rgan
yang sifatnya mendesak ldan

i

segera dibangun kembali
peruntukan semula serta

membahayakan; ys



b. pernidahtanganan ataul karena sebab-sebab lain yang
tidak memerlukan pers{tguan DPRK.

(6) Penghapusan barang milit daerah selain tanah danbangunan yang bernfai sampai ,Cengan Rp.
5.000.000.000,00 (lima,lrily.. rupiah) dilak.rk", oleh
Pengelola Barang setelah mpndapatkin persetujuan Bupati.

(7) Proses penghapusan bararfg milik daerah dilakukan oleh
Panitia Penghapusan yan* dibentuk dengan Keputusan
Bupati. '

l

Pas4l 94

(1) Barang rnilik daerah sudah ltidak berada dalam penguasaan
Pengeloln Barang, pengguna Barang danTatau- Kuasa
Pengguna Barang disebabkan karena:
a. penyerahan barang milil< daerah;
b. pengalihan staturs peng$unaan barang milik daerah;
c. pemindahtanganan atasi barang milik;
d. putusan pengadilan ydng telah berkekuatan hukum

tetap dan sudah tidak 
"f,a 

upaya hukum lainnya;
e. mer.rjalankan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
f. pen'lrusnahan; atau
g. sebab 1ain.

(2) Sebab lain sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf g
merupakan sebab-seba$ yang secara normal
dipertimbangkan wa.jar mfnladi penyebab penghapusan,
seperti, hilang karena kecufian, terbakar, susut, menguap,
mencair, kadaluwarsa, mlati, dan sebagai akibat dari
keadaa:e kahar lforce majeufe).

Pasal 95
(1) Penghapusan sebagaimanaldimaksud dalam Pasal 93 ayat

(1) untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang
dilakukan dengai **.r.r{itkan keputusan penghapusan
oleh Pengelola Barang detelah mendapat persetujuan
Bupati 

I

(2) Penghapusan sebagaimanal dimaksud dalam Pasal 93 ayat
(2) untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang
dilakukan dengan menerUitkan keputusan penghapusan
oleh Burpati 

i

(3) Dikecualikan dari keter{tuan mendapat persetujuan
penghapusan Bupati sebagp.imana dimaksud pada ayat (1)
adalah untuk barang m[tit< daerah yang dihapuskan
karena, " 

,

a. pengalihan status peng$unaan sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 32 sampai dfngan Pasal 36;

b. pemindahtanganan; ataui

Bupati dapat mendelegasiikan
barang milik daerah benfpa

(4)

Pengelola Barang untuk D{ftar

persetujuan penghapusan
barang persediaan kepada
Barang Pengguna dan latau

Daftar Barang Kuasa Penggfuna.



milik daerah
dan ayat (4)
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i

i

i

(5) Pelaksanaan atas penghfpusan baranfr
sebagaimana dimaksud fada ayat (1)
dilaporkan kepada Bupati. I

Pasdl 96

Ketentuarr lebih lanjut mengOnai penghapusan barang milik
daerah sebagaimana dimaksr{d dalam Pasal 94 diatur dalam
Peraturan Bupati. 

l

ene *v
I

PENATAUSN.HAAN

Bagian Kfsatu
I

Pembuklr^,
. t_

Pasal f'l
I

(1) Pengelola Barang harusi melakukan pendaftaran dan
pencatartan barang milik flaerah yang berada di bawah
penguaso&rrrr1ra ke dalarn Qaftar Barang Pengelola tnenurut
penggolongan dan kodefika$i barang.

(2) Penggu:na Barang/ Kuasar Pengguna Barang harus
melakukan pendafiaran &.tr pencatatan baring milik
daerah yang status penggufiaannya berada pada Pengguna
Barang,/Kuasa Penggr-rna larang ke dalam Daftar Barang
PenggunalDaftar Barang I Kuasa Pengguna menurut
penggolongan dan kodefika$i barang.

I

I

Pasal fl8
I

(1) Pengelola Barang m(nghimpun daftar barang
Penggu:taf daftar barang ]Kuasa Pengguna sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 alat (2).

(21 Pengelola Barang menyusrF, daftar barang milik daerah
berdaserrkan himpunan dp.ftar barang Penggunaldaftar
barang Kuasa Pengguna sepagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan daftar barang Peng{lola menurut penggolongan dan
kodefikasi barang. l

Dalam daftar barang milik ldaerah sebagaimana dimaksud
pada ia.yat (2) termasukl barang rnilik daerah yang
dimanfaatkan oleh pihak laln.

I

I

Bagiafi Kedua
I

Invettarisasi
Palal ee

Pengguna Barang melakuh", inventarisasi barang milik
daerah paling sedikit 1 (satrh) kali dalam 5 (lima) tahun.

Dalam hal barang milik faerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa perpedi aan dan konstruksi dalam
pengery'aan, inventarisasi dllakukan oleh PenggUna Barang
setiap tahun. 

)rgyI'
U

(s)

(1)

(21



(1)

(2)

(3)
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(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil
inventa"isasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan
setelah selesainya inventarisasi.

Pasal 100

Pengelola Etarang melakukan inventarisasi barang milik daerah
berupa tanah dan latau bangunan yang berada dalam
penguasaarnnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima)
tahun

Bagian l,ietiga

Pelaporan

Pasal 1 0 1

Kuasa Pengguna Barang harus men5rusun laporan barang
Kuasa Pengguna Semesterfan dan laporan barang Kuasa
Pengguna tahunan untuk idisampaikan kepada Pengguna
Barang.
Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa
Pengguna semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud
padl-ayat (1) sebagai bah[n pen1rus,r.tit laporan barang
Pengguna semesteran dan {ahunan.
Lapora:n barang Penggun{ sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digunakan sebagail bahan untuk menyusun neraca
Perangkat Daerah untuk idisampaikan kepada Pengelola
barang.

Pas{rl IO2

(1) Pengelola Barang haru$ menyusun laporan barang
Pengelola semesteran d{n laporan barang Pengelola
tahunan. i

Pengelola Barang harus i menghimpun laporan barang
Penggr-rna semesteran dh" laporan barang Pengguna
tahunern sebagaimana din{aksud dalam Pasal 101 ayat (2)

serta laporan barang Peirgelola sebagaimana dimaksud
pada etyat (1) sebagai bahan penyusLlnan laporan barang
milik daerah. 

i

Laporan barang milik dae{ah sebagaimana dimaksud pada
ayat (21) digunakan sebagaf baf,an untuk men)rusun neraca
pemerintah daerah

PBMEINAAN, PBNGAWASAN

(2)

(3)

BAB XVI
l

PtrNGENDAUAN, DAN
I

Bagian lKesatu
I

Pemblnaan
I

I

i *p
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Pasal 103

Bupati melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah
dan menet;apkan kebijakan pengelolaan barang rnilik daerah.

Bagian l(edua

Pengawasan dan PengenCalian

Pasal IO4

Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah
dilakukan oleh:

a. Pengguna Barang rneialui pemantauan dan penertiban;
dan latiau

b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan'investigasi.
l

I

Pasd"l 105

i

(1) Pengguna Barang melakukhn pemantauan dan penertiban
terhadap penggunaan, perfianfaatan, pemindahtanganan,
penatansahaan, pemeliharhan, dan pengamanan barang
milik dilerah yang berada di dalam penguasaannya.

(2) Pelaksanaan pemantauan r dan penertiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untir.rk Unit K"{a. Perangkat Daerah
dilaksanakan oleh Kuasa Pdngguna Barang.

(3) Pengguna Barang dan Kirasa Pengguna Barang d.apat
memint.a aparat pengawaban intern pemerintah untuk
melakukan audit tindak ilanjut hasil pemantauan dan
penertiban sebagaimana rlirnaksud pada ayat (1) dan
ayat (2).

(4) Pengguna Barang dan ; Kuasa Pengguna Barang
menindaklanjuti hasil aud{t sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sesuai dengan k(tentuan peraturan perundang-
undanglan.

106

I
I
I

I

\

I

Pas41

(1)

(2\

Pengelc,la Barang melakukfl. pemantauan dan investigasi
atas pelaksanaan pen$$unaan, pe ffianfaatan, dan
pemindahtanganan baran$ milik daerah, dalam rangka
penerti'ban pengguna{n, pemanfaatan, dan
pemindahtanganan baran$ milik daerah sesuai dengan
ketenturan peraturan nerunfl ang-undangan.

Pemanl.auan dan investigafi sebagaimana dimaksud pada
ayat ( I ) dapat ditindaklhnjuti cleh Pengelola Barang
dengan meminta aparat fengawasan intern pemerintah
untuk melakukan audit {tas pelaksanaan Penggunaan,
pemanlaatan, dan pemindafrtanganan barang milik daerah.

Hasil audit sebagaimanf dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada I Pengelola Barang untuk
ditindaklanjuti sesuai $engan ketentuan peraturan

(3)
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BAB XVII

PBNGELOI,AAI\ BARANG MILIK DAERAH PADA PtrRANGKAT
DAERI\H YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN

KE)UANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal lO7

(1) Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan
Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan
Layanan Umurn Daerah yang bersangkutan.

(2) Pengelolaar: barang nrilik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat- (1i mempeclomani ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik
Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan latau
dimanf;aatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan
kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi
Badan l,ayanan Umum Daerah mempedomani ketentuan
peratur':rn perundang-unda,ngan mengenai Badan Layanan
Umum Daerati.

BAB XVIIi

BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu

Prinsip Qmum
Pasal IOa

I

Rumah n egara merupakan ' barang milik daerah yang
diperuntul.lkan sebagai tempatitinggal atau hunian dan sarana
pembin&&L'rr serta menunjan$ pelaksanaan tugas pejabat
danlatau I'}NS pemerintah daerfah yang bersangkutan.

Pas4l 109

(1) Bupati menetapkan statu$ penggunaan golongan rumah
negara

(2) Rumah negara sebagaimanp. dimaksurJ pada ayat (1) dibagi
ke dalam 3 (tiga) golongan, [raitu:a. runrah negara golonganll;
b. runrah negara golonganlll; dan
c. runrah negara golonganlttt.

Penetapan status penggutr{at sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada I 

permohonan penetapan status
penggunaan yang diajukan loleh Pengguna Barang.

(3)

Pasal 1 t0

(1) Rumah negara golongan Ij sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 109 ayat (2) hu{uf a, adalah rumah negara
diperprnakan bagi pemeg{ng jabatan tertentu dan karena
sifat jabatannya harus ber(empat tinggal di rumah tersebut
serta hak penghuniannyai terbatas selama pejabat yang
bersangkutin masih meme[ang jabatan tertentu tersebut.
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Rumahr liegara golongan I[ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat {2) huruf b, adalah rumah negara yang
mempunyai hutir.rngan yang tidak dapat dipisahkan dari
suatu Perangkat Daerah dan hanya disediakan untuk
didiami oleh PNS pemerintah daerah yang bersangkutan.

Termas;uk dalam rumah negara golongan II adalah rumah
negara yang berada dalam satu kawasan dengan Perangkat
Daerah atau Unit Kerja, rumah susun dan mess/asrama
pemerirntah daerah.

Rumah rrega.rer golo,ngan IIt sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (2) huruf c, adalah rumah negara yang tidak
termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual
kepada penghuninya.

Pasal I 1 1

(1) Barang miiik daerah berupa rumah negara hanya dapat
digunalcan sebagai tempA.t tinggal pejabat atau PNS
pemerintah daerah yang behsangkutan yang memiliki Surat

Pengguna Barang wajib i mengoptimalkarr penggunaan
barang milik daerah berup{. rumah negara Golongan I dan
rumah negara golongan II ldalam menunjang pelaksanaan
tugas dan fungsi. 

i

Pengguna Barang rurtah inegara golongan I dan runrah.
negara golongan II walib m$nyerahkan barang milik daerah
berupa rumah negara yang [idak digunakan kepada Bupati.

(3)

(4)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pas{l LL2
i

Surat lzin Penghunian (SIPI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 10 ayat (1) untrik rumah negara golongan I
ditandatangani Perrgelola Bfrang.

Surat llztn Penghunian (SIP| sebagaimana d.imaksud dalam
Pasal 111 ayat (1) untuk lrumah negara golongan II dan
golongan III ditandatangani lPengguna Barang.

(1) Suami dan istri yang rirasing-masing berstatus PNS
pemerintah daerah yang I bersangkutan, hanya dapat
inenghuni satu rumah negaf'a.

pasa[ I 13

(2) Pengecualian terhadap ketd:ntuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat dliberikan apabila suami dan istri
tersebut bertugas dan berfempat tinggal di daerah yang
berlainan.

ils
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Bagian K,edua

Fer rggunaan

Pasal 1 14

Barang milik daerah berupa rumah negara dapat dilakukan
alih status penggunaan.

Alih status penggunaan:
a. anta.r Pengguna Barang untuk rumah negara golongan I

dan rr-rmah negara golongan II;
b. dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang rumah

negir.ra golongan III, untuk rumah negara golongan II
yan:E akan dialihkan statusnya menjadi rumah negara
golongan III; atau

c. dari Pengguna Barang rumah negara golongan III
kepada Pengguna Ba.rang, untuk rumah negara
golongan III yang telah dikembalikan status
golcrnga.nnya nterrjadi ru'mah negara golongan II.

Pengali,tran status penggunaan sebagairnana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan setelah terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan olari Bupati.

Alih stertus penggunaan ."b*gaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, hanya dapat {ilakukan apabila barang milik
daerah berupa rumah neg{ra telah berusia paling singkat
10 (sepuluh) tahun sejak {imititci oleh pemerintah daerah
atau sejak ditetapkan perupahan fungsinya sebagai rumah
negara.

(5) Usulan alih status pengglunaan sebagaimana dimaksud
pada a.yat (2) huntf b, hat'us disertai sekuang-kurangnya
dengan:
a. persetujuan tertulis datri Bupati mertgenai pengalihan

status golongan rumafr negara dari rumah negara
golongan II menjadi rurriah negara golongan III;

b. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dari
Pengguna Barang rumah negara golongan III;

c. salipan keputusan pefretapan status rumah negara
lgolongan II;

d. salinan Surat lztn Pehrghunian (SIP) rumah negara

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7\

(1)

golongan II; dan 
:

e. [arnbar led.gerl gambar f.rsip berupa rumah
iituasi 

]

Pengguna Barang bert{nggung jawab penuh atas
kebenara.n dan keabsah{n data dan dokumen yang
diterbitkan dalam rangkai pengajuan usulan pengalihan
status penggunaan: ,,

Proses pengajuan dan perhberian persetujuan alih status
penggLtnaan mengikuti kdtentuan mengenai alih status
penggunaan sebigaimanal dirnaksud dalam Pasal 32

,.*p"i clengan Pasal 36. i

I

ras{l 1 ls
hal diperlukan Buflati dapat melakukan alih
milik daerah berufla rumah negara golongan

negara golongan II rlnenjadi bangunan kantor.

dan gambar

fungsi
I dan

Dalam
barang
rumah

lpv
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(2) Alih fungsi barang milik daerah berupa rumah negara
golonga n I dan rumah negara golongan II sebagaima.na
dimaks'"rc[ pada ayat (1) dite,tapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Fe ngawasan dan Pengendalian Rumah Negara

Pasa;l 1 16

Pengguna l3arang melakr-rkan pengawasan dan pengendalian
barang milik daerah berupa rumah negara yang berada dalam
penguasaarlnya.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAE} X]X

GAN'T'I RUGI DAN SANKSI

Pasal i 18

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan
lpelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik
daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap prihak yang mengakibatkan kerugian daerah
sebagairnana dimaksud parla ayat ( 1) dapat dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangern.

BAB XX

S IINII;KTITI\ BARAIVG MILIK DAERAH

Pr:"sal 1 19

(1) Penyelesaian terhadap Barang milik daerah yallg
bersenglceta, dilakukan terlebih dahulu dengan cara
musyawarah atau mufakat oleh Kepala Perangkat Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Apabila penyelesaian sebagailmana dimaksud pada ayat (1),
tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum baik
secara prdana maupun secara perdata.

(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang ber'laku

(4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa
dialokasikan dalam APBK.

ilr
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BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal LZA

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh
Besar Nomr:r 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar
Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal l2I
Qanun ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

uinya, memerintahkan
penempatannya dalam

merlgetah
-lln1 dengan

eh BesA.r.

Agar setiap
pengundangan
Lembaran }(abu

orang
Qanun

paten Ac

Diundangkan
pada tanggal

di Kota Jantlho
30 Desembrsr 2OL9 M
3 Jumadil A,,aral L441 H

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN ITCEH BESAR'|AT{UN 2019 NOMOR 7

Ditetapkf, di Kota Jantho
pada tanpsal

I

l

i

30 Desember 2OL9 M
3 Jurnadil AwaL 1441 H

I

BUPATI ACEH BESAR,
i

MAWARDI ALI

SEKRETARIS DAERAH A
KABUPATEN ACEH BESAR, 4

t A.f) o,.. \J

NOREG QANUN KABUPATBN ACEH BBSAR, PFOVINSI ACEH : (7 I 16r l2At9) s'l
j
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PENJELASAN

ATAS

QAN1JN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEi-OLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Bahwa sebagai pelaksa.naan ketentuan Parsal i 05 Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah,
ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur
dengan qanun.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 1 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2AL6 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, ketentuan iebih l::njut mengenai pengelolaan barang milik daerah

diatur dengan Peratu ran Daer:ah yang berpedoman pada Peraturan
Menteri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

fw
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Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 1 1

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 2 I

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

#CI'
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Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasai 30

Cukup Jelas

Pasal 3 1

Cukup .Ielas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

ts
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Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 4 1

Cukup Jelas

Pasal 4 1

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 4-3

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelars

Pasai 50

Cukup Jelas

Pasal 5 1

Cukup Jelas
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Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasai 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Curkup Jelas

Pasal 6 1

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup .Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

*W
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Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 7 1

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 8 1

Cukup Jelas

**
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Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 9 1

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

{s
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Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal lO2

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 7O7

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 1 1 0

Cukup Jelas

',- Pasal 111

Cukup Jelas

iiir- 11 
r, "'r

*@
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Pasal 172

Cukup Jelas

Pasal 1 13

Cukup Jelas

Pasal 714

Cukup Jelas

Pasal 1 1 5

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 1 18

Cukup Jelas

Pasal 1 19

Cukup Jelas

Pasal l2O

Cukup Jelas

Pasal 12 1

Cukup Jelals

TAMBAI{AN LEMBARAN KAEIUPATEN ACEH BESiAR NOMOR 70
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